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ⅣOMOR 695 TAHUⅣ 2025

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA S暮BOしGA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TB NTANG

恥TA TERTIB DEWAN pERWAK重LAN RAKyAT

DAERAH KOTA SIBOしGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAK量LAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA,

Menimbang　: a. bahwa Dewan perwak血an Rakyat Daerah sebagai unsur

penyelenggara peme血ntahan daemh memili虹peran dan

tanggung jawab dalan meunjudkan efisiensi, efektivitas,

produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan

peme正ntah紬　daerah mel瓢ui pelaksanaan hak,

kewajiban, tugas, wewenang, clan　細ngsi Dew狐

Pervakilan Rakyat Daeral sesuai dengan ketentuan

peratura皿perundangan-undangan ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Pr〇五nsi, Kabupaten, d狐Kota.

c. bahwa bcrdas種rk劃　pe正i皿b紬gan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sibolg盈.



Tata Tertib Dewan Perwakflan Rakyat Daerah Kota

Sibolga.

Men由ngat　: 1･ Und狐g-Undang Republik萱ndonesia Nomor 25 Tahun

2004　tent狐g Sistem Perenc紬aan Pemba皿gun紬

Nasional (Lembaran Negara Republ毘Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lemba重狐Negara Republik

lndoncsia Nomor 442 1);

2･ Und紬g-Und孤g Republik重ndonesia Nomor　2　Tahun

2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

暮ndoncsia Tahun　2008　No皿or　2　tambah劃lembaran

Negara Repubhk工ndonesia Nomor 4801);

3〃 Undang-Undang Republ批Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pemben章uka皿　Pe｢aturan Pemndang-

undangan (Lembaran Negara Republik重ndonesia Tahun

20 1 1 No皿or 82, T狐bahan Le皿baran Negara Republik

重ndonesia Nomo重5234);

4. Undang-Und狐g Republik工ndonesia Nomor　8 Tah皿

2012　tent紬g Pe皿血ihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Pervakilan Daerah dan

Dewan Perva虹lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 No皿or 1 17, T狐bahan

Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 I 6)

5. Und狐g-undang Repub虹k Indonesia Nomor : 23 tahun

2014 tentang Pemehntahan Daerch (Lembaran Negara

Republik量ndonesia tahun 2014 Nomor 244, t劃bahan

(Lembaran Negara Repub虹k重ndonesia Nomor : 5587)

sebaga王mana telah diubah deng紬Pe｢aturan Pemcr血tah

Pengg紬ti Und紬g-Und弧g No皿or 2 Tahun 20 14 tentang

Pembah紬　Peme轟ntah Pengganti Und劃g-undang

Nomor　23　Tahun　2014　tentangpemehntah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2014

Nomor　246, Tambaha皿　Lembar紬　Negara Republik

lndonesia Nomor　5589) sebagai皿ana telah diubah

dengan Undang-und紬g Republik量ndonesia No皿or 9

Tahun 2015 tcnt紬g Pe｢ubah劃Kedua Atas Undang-

undang Nomo重23 Tahun 2014 tentang Pemer血tahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2015No皿or58･ Tamb覆i劃しembar狐Negara RepubHk

Indonesia Nomor 5679);

6･ Undang置Und紬g Nomor 17 Tahun 2014 tentang Maje重is

Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perw貧血1an Daerah, din　Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (MD3) (Tambahan Lembaran Negara

Rcpubl並重ndonesia Nomor 5568) sebagai皿孤a telah

diubah dengan Undang-Und狐g Nomo｢ 2 Tahun 2018

tentang Pembahan Kedua Atas Und紬g-undang Nomor

17　Tahun　2014　tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, din　Dewan Perwak心細　Rakyat Daerah

(T劃bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6187);

7･ Undang-und孤g Republ址Indonesia Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembahan Kedua Atas Und紬g-Undang

Nomor 1 Tahun 2015亡entang Penetapan Peraturan

Pemehntah Pen裳紬ti Unda皿g-und紬g Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilih狐Gubemur, Bupati dan Wa重i Kota

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun , TambahanLemb甜紬Negara RepubⅡk

工ndonesia Nomor5898) ;

8･ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tent狐g打ovinsi

Sumatera Utara (鵬mbaran Negara Republik暮ndonesia

Tahun 2023 Nomor 55, T劃bah弧Lembar狐Negara

Repub脆k重ndoncsia Nomor 6864);

9･ Und狐g-Undang No皿or 27 Tahun 2024 tent紬g Kota

Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Repub止k重ndonesia Tahun 2024 Nomor 125, Ta皿bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947) ;

10･ Peraturan Peme正ntah Republik工ndonesia 24 Tahun

2004　tent紬g Kedudukan Protokoler dan Keuang紬

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2004

Nomor　90･ Tambahan Lembara皿　Negara Republik

lndonesia Nomo重　4416) sebaga王mana telah diubah

beberapa ka止terakhir dengan Peratu｢狐Pemerintah
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Nomor 21 T血un 2007 tent紬g peⅢbah紬Ketiga Atas

Peratur紬Peme正ntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Hotokoler d紬Keu紬g紬Hmpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Repub腿重ndonesia T血un 2007 Nomor 47,

Tambahan Le皿ba重an Negara Republi虹ndonesia Nomor

4712);

11･ Pcra乱調紬Pemehntah Nomor 18 Tah皿2017 tentang

Hak Keuang餌dan Adm血stratif陣mpin紬d紬Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik工ndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

scbagaimana telah diubah denga皿Peraturan Peme轟ntah

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembah紬Atas Peraturan

Peme瓦ntah Nomor 18　T血un　2017　tent弧g Hak

Keuang紬d紬Administratif P血p血an dan An髭ota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik工ndonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 6847) ;

12･ Peratura皿Pe皿erintah Republik暮ndonesia Nomor 12

tahun 2018 tcntang Pedoman Penyusun紬Tata Tertib

Dewan Perwa虹I狐Rakyat Daerah打ovinsi, Kabupatcn,

dan Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20 18 Nomor 59, Tambah弧Lembara皿Neg狐a Repub重ik

lndonesia Nomor 6 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapk紬: PERATURAN DEWAN PERWAK量LAN RAKYAT DAERAH

Ko皿　s重BOLGA TEN恥NG TArn　TERTIB DEWAN

PERWAK工LAN RAKYAT DAERAH KOTA S宣BOしGA.

BAB賞

KETENTUAN UMUM

Pasal1

L Dae重ah adalah Daerah Kota sibolga;
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2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan umsan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan deng紬p血sip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan

prinsip Ncg紬a Kcsatu劃Repub此Indonesia sebagaim紬a dimaksud

dalam Undang-Und袖g Dasa重Neg釘a Repub重ik Indonesia Tahm 1945;

3. Pemerintah Daerah adalali Wali Kota dan perangkat daerah sebagai

unsu丁penyelengga工a pemer血tahan;

4･ Gubemur adalah Gubemur sumatera ut虹a;

5. Dewan Pervakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Lembaga Pervakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang

berkedudukan sebagai皿sⅢ penyelenggara pcmerinねh弧Dacrah;

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota

Sib○○ga;

7･ Wali Kota adalah wali Kota sibolga;

8. Wakil wali Rota adalah wakil wali Kota sibolga;

9･ Sekda adalah se虹eta正s Daer血Kota sibolga;

10･ Komisi Pemilih紬Umum adalah Ko皿isi Pemilihan Umum Daerah Kota

Sibolga;

1 1. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sibolga;

12. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan

Musyawarah, Komisi, Badan Pemben巾kan Pera血ran Daerah, Bad紬

Anggaran, Badan Kehomatan dan alat kelengkapan lain yang

diperlukan d孤dibentuk berdas組ka皿rapat Pahpuma;

13･ Fraksi adal血pengelompok紬狐認ota DPRD Kota Sibo重ga berdasarkan

konfigurasi partai politik hasi] pcmilihan umum;

14･ Bad紬Musyawar血DPRD adalah Badan Musyawar血y紬g bertugas

menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD;

15. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Sibolga secara

請ngsional bedas紬kan tugas-tugas dan bidang yang ada di

pemehntah紬;

16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut

Bapcmperda ad瓢ah alat kelengkapan DPRD yang bersぬt tetap yang

mempunyai tugas melakukan pengkajian Perda dan Ranperda,

menyusun Ranpe重da inisia珊yang me垂adi kewenangan DPRD;



17. Badan Anggaran DPRD adalali badan yang bertugas melakukan

monitoring dan kajian terhadap penyusunan,pembahan, perhitungan

dan Laporan Pertanggung Jawaban APBD;

18. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang di bentuk

o重eh DPRD dan ditetapk劃dalam Rapat Pa正puma DPRD;

19･ Perda inisiatif ada重ah Pera巾｢孤Daerah yang diusulk紬oleh DPRD Kota

Sibolga;

20･ Kode Etik DPRD y紬g sela可utn㌍ disebut Kode E竜k adalah noma y劃g

wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRI) selama menjalankan tugasnya

untuk me可aga ma正abat, kehomat紬, c血a, dan虹edibilitas DPRD;

21･ Reses adalah kegiatan DPRD dal劃　rangka me叫肌ng aspirasi

masyarakat di daerah pemilihamya;

22. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada

sese○rang un巾k mendapatkan penghomatan, perlakuan dan tata

tempat dala皿acara atau penemuan resmi;

23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan

Daerah Kota Sibolga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah d紬atau

DPRD Kota Sibolga untuk mendapa址紬perse巾u狐bersama;

24. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PANSUS adalah

Panitia軸usus DPRD Kota Sibolga yang dibentuk oleh Rapat Pa正puma

DPRD untuk pemb血asan ha重　khusus dan kepanitiaan bersぬt

sementara;

25. Panitia Ke亘a yang selanjutnya disingkat dengan PANJA adalah Panitia

Ke寄a DPRD Kota Sibolga y紬g dibentuk oleh rapat pa正puma DPRD atau

bers劃a-sama dengam Pemehntah Daerah untuk pembahasan hal-h瓢

y孤g bers血t khusus d狐si魚tnya sementara;

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD ada量ah rencana keuangan tahunan daer血yang ditetapkan

dengan Perda;

27･ Ketua Pengadilan adalah Ketua Pengadilan Negch Sibo量ga;

28. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Sibolga;

29･ Sc虹eta轟at Dewan adala血Se血etahat DPRD Kota Sibolga

30･ Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Peme血tah Kota Sibolga;

3 1 I Pen垂auan adalah pen垂auan DPRD Kota Sib○○ga terhadap坤ek tugas

皿usus dengan perse叫u劃騨mpin紬DPRD Kota Sibolga;

32･ Masa Sid狐g ada量ah masa DPRD melakuk紬kegiatan tcmtama di dalam

gcdung DPRD;
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33. Masa Reses adalah nasa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar

masa sidang teⅢtama di lu狐gedung DPRD;

34･ Konsu重tasi temasuk K○○rdinasi addah Konsuぬsi DPRD Kota Sibolga

terhadap objek khusus dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kota

Sibolga;

35･ Bi皿tek adal血B血b血g紬Tc血is y紬g dila血k紬地盤ota DPRD Kota

Sibolga;

36. Kunjungan kerja adalah kunjungan kelja DPRD Kota Sibolga

berdasark紬pe皿gas劃te血ang k○○血nasi,皿en如adih und劃g狐

deng狐perse巾uan蘭pin紬DPRD Kota Sibolga;

37･ Kelompok Pakar atau Tim AhⅡ adalah Kelo皿pok Pakar atau Ti皿Ahli

untuk皿emb袖山血gas ke重ja ala書kelengkap劃DPRD Kota Sibolga;

38〃 Tata tertib DPRD adaねh pera血r紬y紬g ditetapk弧oleh DPRD yang

berlaku di ling血ngan血temal DPRD Kota Sibolga;

39. Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang

dila血kan sccara terencana, terpadu dan sistematis;

40･ Kondisi Kahar adalah suatu畑adi紬y劃g te垂di di luar kemampu劃

m紬usia d紬寄dak dapat dih血d組k紬seh心緒a suatu kegi貧t狐色dak

dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagalmana

mestinya;

41. Mutatis mutandis adalah diakui/sah dengan perubahan-perubahan

yang ada, diperluk孤atau penting･

BAB工事

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagi狐Kesatu

F皿8si

Paragraf 1

Umum

Pasal2

DPRD me皿punyai請ngsi :

a･　pembentukan perda;

b. anggaran; din
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c･　pengawas劃

Parag｢af 2

Fungsi Pembcntuk狐Perda

Pasal3

恥ngsi pembentukan Perda d血aks孤ak劃dengan c紬a:

a･ menyusun p重ogra皿pe皿bentukan pcrda bersama wali Kota;

b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui

rancangan Perda; dan

c. mengajukan usul rancangan perda.

Pasal 4

(1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun berdasarkan skala p五〇轟tas pemben巾k紬重anc紬gan Perda.

(2)町ogram pe皿bentukan Perda ditetapk狐bcrdasa重k狐kesepakat紬

antara DPRD dan Wali Kota.

Pasal5

(1) Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau wali Kota.

(2) Rancangan Pe丁da yang be｢asal dad DPRD atau W瓢i K｡ta disena王

pe可elasan atau keter紬gan dan/atau naskah akademik.

(3) Ranc紬gan Perda diajuk狐be重dasark狐program pembentuk紬Perda

atau d=uar program pc皿ben血k紬Perda sesua土denga皿ketentu紬

peratu｢an pe重undang-und ang弧.

Pasal6

(1) Rancangan Perda yang berasal dad DPRD dapat diajukan oleh Anggota_

DPRD, komisi･ gabung紬　komisi, atau Bapemperda yang

dik○○rdinasikan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan Perda yang d車ukan oleh An毅ota DPRD, ko皿isi, gabungan

komisi, atau Bapemperda disampa王kan sccara te巾ulis kepada Pimpinan

DPRD disertal dengan:
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a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan

b･ da先祖nama d紬t紬dat紬g紬pen糾su量.

(3) Ranc紬g紬　Perda dis劃paikan oleh Pimpinan DPRD kepada

Bapemperda unt血　d組a血k紬　pengk却紬　d址狐　r紬gka

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan

Perda.

(4) R紬c紬ga皿Perda y劃g telah d軸i olch Bapemperda disa皿paikan oleh

円mp山肌DPRD kepada semua Anggota DP珊pa血g lambat 7鮎uh)

hah sebelum rapat pahpuma.

(5) Hasil pengkajian Bapemperda disampa址an oleh Pimpinan DPRD dalam

rapat pahp血a.

(6) Dalam rapat paripuma sebagainana dimaksud pada ayat (5):

a. pengusul memberikan penjelasan;

b･ Fraksi dan Anggota DPRD la血nya membehkan pandangan; d紬

c･ pen即sul me皿be止k劃jawab劃atas p劃d狐g劃Fraksi dan An蕊ota

DPRD lainnya.

(7) Keputusan rapat paripuma atas usulan rancangan perda berupa:

a･ perset巾u紬;

b･ perset可uan dengan pengubah紬; atau

c･ pe皿olakan.

(8) Dalam hal persetし直紬denga叩en糾b血狐, DPRD menugaskan komisi,

gabung紬　komisi, atau Bapemperda un巾k menycmpumakan

rancang劃Pcrda.

(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampalkan dengan

surat Hmpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal7

(1) Rancangan perda yang berasal dah DPRD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) mempakan重anc狐gan Pe｢da hasi重penghamonisasian,

pembulatan, dan pemantap紬konsepsi y孤g dik○○rd血asikan oleh

Bapemperda.

(2) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal　5　ayat (1) meⅢpakan ranc紬gan Perda basil

pengh狐o正sasian, pemb山at狐, din　pe皿紬tapan konsepsi yang

dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
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(3) Dalam penghamonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

R紬cang紬Perda sebaga血ana dimaksud pada ayat (I) d孤ayat (2国apat

meHba比和inst紬si vert皿kementeh紬yang menyelen蕊arak紬

umsa皿pemehntahan血bid孤g hukum.

Pasd8

Apabila dalam 1 (satu) nasa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampalkan

ranc紬g劃Per血皿cngenai皿ate轟y紬g sa皿a, y紬g dibahas adal血

r劃c紬g紬Perda ya皿g血s劃pa王k紬oleh DPRD d紬ranc紬g紬Perda y紬g

disampaikan oleh W狐　Kota di糾nak紬　sebagai bahan untuk

dipersand血gkan.

Pasal 9

(1) R狐cangan Perda yang berasal dan DPRD atau Wali K｡ta dib狐as ｡1eh

DPRD d紬Wali Kota mtuk mendapatkan perse叫uan bersama.

(2) Pembahas紬r紬ca皿g劃Perda dila血k狐melalui pe皿bicaraan tingkat暮

dan pcmbicaraan t王ngkat重I.

(3) Pembicara紬t血gkat重皿clipu竜kegiata皿:

a. Dalam hal rancangan Perda berasal darn Wali Kota:

1. penjelasan wali Kota dalam rapat paripuma mengenai rancangan

Perda;

2･ p弧dangan U皿u皿F重aksi terhadap ranc紬g紬perda;

3･ t劃謎ap紬d紬/atau jawab紬Wali Kota terhadap pandangan

umu皿Fraksi.

4･ Pendapat akh止Fra瓦si DPRD terhadap tan裳apan atau jawaban

Wali Kota.

b･ Dalam h血ra皿cangan Perda berasal dad DPRD:

1. penjelasan pimpman komisi, pimpinan gabungan komisi,

pimpinan Bapc皿perda, atau pimpinan panitia khusus dal劃

rapat paripuma mengenal rancangan Perda;

2･ pendapat Wa量i Kota terhadap rancangan Perda; dan

3･ tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali

Kota.



c･ Pembahas紬dalam rapat ko血si, gab皿g狐ko血si, atau p紬i也a

khusus yang dilakukan bersama dengan wali Kota atau pejabat yang

ditunjuk untuk mewakili.

d. Penyampaian pendapat a址r Fraksi dilakukan pada akhir

pe皿bahasan紬tara DPRD dan Wall Kota atau両abat yang dit巾uk

untuk mewaki虹.

(4) Pembicara紬tingkat工事mclip血i kegiat劃‥

a･ Penga皿bil孤keputus紬dala皿rapat pa正puma yang didahului

dengan:

1 ･ penyampa上紬laporan y孤g be正si proses pemb血as紬, pendapat

Fraksi, d紬hasil pembicara狐tingkat I工oleh pimp血an komisi,

pimpin紬gabung劃komisi, atau p血pin紬pani寄a址usus;

2･ peminta狐pe｢se叫u紬secara lis紬pimpin紬rapat kepada

Anggota dalam rapat pa正puma; dan

3･ pendapat akhir wa虹Kota.

b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka

2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk muぬkat, kepu巾s紬

di盆mbil berdasarkan su紬a terbanyak.

c. Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama

紬ta隠DPRD d紬W址Kota･ r紬cang狐Perda tersebut tidak dapat

dia]’ukan lagi dalan persidangan DPRD masa sidang itu.

Pas血10

(1) Ranc紬gan Perda dapat dita轟k kembali scbelum dibahas bersama ｡1eh

DPRD d紬Wali Kota.

(2) Penahkan kemb亜r紬c狐g紬Perda o重eh DPRD皿a血k紬deng紬

keputusan Hmpinan DPRD deng紬dise虹ai alasan penahka皿.

(3) Pena轟k劃kcmbali ranc紬ga皿perda ○○eh wall Kota disampaik狐deng狐

surat Wali Kota disertai alasan penarikan.

(4) Rancang劃Perda y狐g sedang dibahas hanya dapat dita止k ke皿bali

berdasarkan persetujuan bersana DPRD dan Wali Kota.

(5) Penarikan kembali rancangan perda hanya dapat dilakukan dalam rapat

paripuma yang dihadi五〇leh W瓢i Kota.

(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada

masa sidang yang sama.
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Pas瓢11

(1) R紬c劃g狐perda y劃g tel血dise叫ui bersama o重eh DPRD dan wali K｡ta

disampaik劃Hmp血紬DPRD kepada Wa止Kota untuk ditetapk紬

me巧adi Perda.

(2) Pcnya皿pai劃r劃c紬g劃Perda sebaga王m紬盆地maksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggal perset可uan bersama.

Pasal12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Renc紬a Pemb紬即nan J狐gka Menengah Daerah, APBD, pembahan APBD,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan

tata mang daerah yang telah disc叫ui bers紬a oleh DPRD dan Wali K｡ta

dalam rapat pa正puma dapat diundangk劃sete量ah d遭akuk紬evaluasi oleh

Gubemur seba車wa田Peme正ntah軸sat sesuai kewen劃g紬nya.

Pas血13

(1) Dalan hal hasil evaluasi gubemur sebagai wa血l Pemerintah Pusat atas

rancangan Perda tentang APBD, peⅢbahan APBD, dan

pe正anggし嘉ngiawaba皿　pelaks弧aan APBD, memer血tahka皿　untuk

dilakukan penyempumaan, rancangan Perda disempumakan oleh Wali

Kota bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

(2) Hasil penyempumaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapk狐dengan kcputusan陣皿pina皿DPRD.

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebaga王mana dimaksud pada ayat (2)

me垂adi dasar penetapa皿perda tentang APBD, pe則bahan APBD, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Wali Kota.

Pasal14

(1) Peme正ntah Daerah dan DPRD w却b mc脆batkan per紬cang peratur紬

pen嘉ndang-undangan dala皿pembentukan Perda.

(2) Pembentukan Pcrda melibatk孤p紬tisipasi masyarakat sesuai dengan

ketentu孤peratura皿pemnd狐g-und狐gan ･
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Parag丁af 3

Fungsi Angg紅an

Pasal15

(1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk

perse叫u紬bcrsama terha心p r紬∽ng弧Perda tent狐g APBD y紬g

diajukan oleh Wali Kota.

(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran

sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kelja

Pemerintah Daerah;

b〃　皿embahas ranc紬gan pe血a tentang APBD;

c･ membahas r紬c紬g紬Pe血a tent紬g pe調bahan APBD; dan

d. membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

Pasal 16

(1) Pembahasan kebijakan unum APBD dan prioritas dan plafon anggaran

sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Wali kota setelah Wall kota

menyampaikan kebljakan umum APBD dan prioritas dan plafon

anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.

(2) Pembahasan ra皿ca皿gan ke坤ak紬皿um APBD d血aks紬akan ｡1eh

badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk

disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

(3) Kebiiakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD

bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan

prioritas dan plaめn anggaran sementara,

(4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk

memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam

ranc紬gan p重i〇五tas d紬plaめn anggaran sementara.

(5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas,

dan plaめn　紬gg祉m semcnt狐a, dan konsultasi dengan komisi

dnaksanaka皿mclalui rapat DPRD.

(6) Kebijakan umum APBD dan phoritas dan plafon anggaran sementara

yang telah mendapat perse巾uan bersama ditandatangani oleh Wall

Kota dan H皿pinan DPRD d血a皿rapat pa轟puma･
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Pasal17

(1) Pembahasan rancangan perda tent紬g APBD dilaksanakan ｡1｡h DPRD

dan Wali Kota setelah Wa]i Kota menyampaikan rancangan perda

tent狐g APBD bese競a pe可elas紬d紬do血men pendu血ng sesuai

dcng紬ketentu紬peratur劃pemnd紬g-und紬g紬.

(2) Pcmb血as紬r弧c狐g紬perda tent紬g APBD dibahas wa脆K｡ta b｡rs劃｡

DPRD deng紬berpedo皿劃pada renc紬a ke垂Peme血tah Daerah,

kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara_

untuk mendapat perset可u紬bersama.

(3) Pembahas紬r紬cang紬Perda tent紬g APBD sebaga血弧a dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran

Pemer血tah Daerah.

Pasal18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan perda tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlafu secara mutatis mutandis

terhadap pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD.

Pasal19

(1) Bad孤　独ggar狐　me皿b血as r狐c紬gan Perda tent孤g

pe正anggun由awaban pclaksam劃APBD sebaga王m紬a dimaksud dal劃

Pasal 15 ayat (2) hu皿∬ d.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan

○○eh Wali Kota deng紬d組a皿p正k孤1apo重紬keua皿g孤y紬g telah

dipe正ksa olch Badan Pemehksa Keuangan･

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada a_yat (2) paling sedikit

meliputi:

a･ lapor紬realisasi an籠a則;

b･ laporan pcmbah弧saldo angg紅組宣eb血;

c･ neraca;

d･ Iaporan operasional;

e･ laporan arus kas;

f･ 1aporan pembah紬ekuitas; dan

g･ catatan atas lapo｢an keuangan.
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(4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas

lapor紬keuangan scbagai皿飢a dimaksud pada ayat (3) hu叫でg hams

dilamp涌deng紬i鵬tisar量apor紬keu紬gan bad孤usaha milk daerah.

(5) Pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripuma kebijakan umum APBD, prioritas

dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, ranc紬gan

Perda tent紬g pembahan APBD, d狐　r紬c紬g紬　Perda tentang

pertanggung]’awaban APBD ditetaLpkan oleh badan musyawarah sesuai

dengan keten巾紬peratur紬pemdang-皿d紬gan y紬g me皿gatur mengenai

pengelolaan keuang紬daerah.

Pa｢agraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal21

(1)恥ngsi pengawas狐diw巾u批袖dalam be皿tukロcngawasan te｢hadap:

a･ pelaksana紬Perda d弧peraturan wali Ko自;

b･ pelaks狐a紬peratⅢ狐peⅢnd紬g-undang狐血n y劃g terk誼

dengan penyelengg組aan pemehntah狐dae重ah; dan

c･ pelaks狐aan t血dak la垂ut basil pemeriksaan lapor紬keu紬g狐oleh

Badan Pemer批sa Keu孤gan･

(2) Pengawasan sebagainana dimaksud pada ayat (I) dapat dilaksanakan

melalui:

a･ rapat keヰa komisi dengan Pemchntah Daerah;

b･ kegiat紬叫ung紬ke車a;

c･ rapat dengar pendapat umum; dan

d･ pengaduan皿asya工akat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a dan

huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi

terhadap e健ktivitas pelaksanaan Pcrda, Pera巾｢狐Wa止Kota, dan

pelaks狐aan peraturan pe皿dang-undangan ya皿g重a血･
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(4) Hasfl evaluasi sebagainana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada

Hmpin紬DPRD d紬diumumkan dal劃rapat pahpuma.

(5) DPRD berdas狐k紬　keputus狐　rapat pahpuma dapat meminta

klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan

kepada Badan Pemeriksa Kcuangan･

(6) Pemintaan klarifikasi sebagalmana dimaksud pada ayat (5)

disampalkan mela山i surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa

Keu孤gan.

Pasal22

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan

rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali

Kota y孤g be画u狐　untuk meningkatkan e債siensi, e旗tivitas,

produktivitas･ d紬a血ntab批as penyelenggara紬pemcr壷tah弧daerah.

(2) Pembe血n rekomendasi sebaga血紬a dimaksud pada ayat (1)

dilaksanak紬sesuai keten山肌pe重a調r紬pemndang-undangan.

Bagian Kedua

皿gas dan Wcwenang

Pasal23

DPRD mempunyai tugas d弧wewen狐g :

a･ membentuk pe重aturan Daerah bersama wali Kota;

b･ membahas d紬me皿be轟kan perse巾u紬R紬c劃g紬peraturan Daer血

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh

Wali Kota;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah

d紬APBD;

d･ memilih wali Kota dan wa鮒Wali kota atau wa虹1 WaH Kota dalam hal

teヰadi kekosong狐jabata皿untuk皿enemskan sisa masa jabat狐1cbih

dari 18 (delap狐belas) bum;

e･ mengusulkan pengangkatan dan pemberhcntian Wali Kota dan/atau

Wa施1 W址Kota kcpada Mente轟D血am Ncgeh mel瓢ui Gubemur sebaga王

wakil Pemerintah Fusat bagi DPRD untuk mendapatkan pengesahan

peng紬gkat紬dan pembe血en亀an.
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f･皿embe正k紬pendapat d紬pertimb紬g紬kepada Pe皿e血t血Daerah

terhadap Rencana peljanjian lntemasional di dacrah;

9. memberikan persetujuan terhadap Rencana Kelja sama Intemasi.nal

yang di lakukan oleh Pemehntah Daerah;

h. meminta Laporan Keterangan pertanggung Jawaban dalam

penyelengg甜a紬Peme轟ntah Daer社i;

i･ mcmbehk紬perse叫u紬terhadap ｢enc劃a kc垂sa皿a dengan daer血

Iain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

dan

j. melaksanakan tugas dan wowenang lain yang diatur dalam peraturan

perund紬g-undangan ･

Pasal24

(1) Pemil血紬W通Kota dan wa皿W血i Kota atau wakil Wali K｡ta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam

rapat pa止puma.

(2) Hasil pemilihan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan DPRD.

(3) Mekanisme pemilihan Wan Kota dan waH Wali Kota atau wakil Wali

Kota diatur dalam Tata Te誼b DPRD paling se血瞳t memuat ketentuan:

a･ tugas d劃wewenang pani心a pcm址han;

b･ tata cara pe皿il血an d劃pc｢lengkapan pemiliha皿;

c･ persy紬atan calon dan penya皿pa王an kelengkapan dokumen

persyaratan sesua上ketentuan perat町an Pemndang-undangan;

d･ jadw瓢dan tahapa皿pe皿il血弧;

e･ hah Anggota DPRD da上皿pe皿址han;

f. penyampalan visi dan nisi para calon Wali Kota dan wakil Wali Kota

dala皿rapat pahp皿a;

g･ jumlah, tata cara pengusu量an, d狐tata te巾ib saksi;

h･ penetapan calon terpilih;

i･ pemilih紬suara山ang; dan

j. 1arangan dan sanksi bagi calon Wali Kota dan wakil Wali Kota atau

calon wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan

scbagai pas劃g狐c弧on atau calon.

(4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dala皿丁apat pa轟pma陣mpinan DPRD mengumumk孤:
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a･ peng紬gkat狐Wa止Kota d紬wakil Wali Kota; atau

b･ pengangkatan wa虹1 W血i Kota.

Pasal25

Pimpinan DPRD menyanpaikan usulan pengesahan pengangkatan dan

pcmbcrhenti紬W祉Kota dan wa畑Wali Kota kepada Menteh mel瓢ui

Gubemur sebagal wa瞳l Pemerintah Pusat.

Pasal26

(1) Pembehan perse巾u劃terhadap renc紬a ke垂sama血emasional y紬g

di工akuk紬oleh Pemer血t血Daer血sebagaim紬a dimaksud dalam Pasal

23 huⅢf g ditetapkan dalam rapat pa正puma.

(2) Keputusan rapat paripuma sebagainana dmaksud pada ayat (1)

disampa上k紬　olch　麟皿p止紬　DPRD kepada Wali Kota untuk

ditinda曲a可uti sesuai dengan ketentuan pcra巾r紬pcmndang狐置

undangan yang mengatur mengenai ke重jas劃a daerah.

BAB重工量

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal27

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan

sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang ham mengucapkan

su皿pah /j a垂i.

Pasal28

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubemur sebagal

wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD.

(2) Keputusan percsmian sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1) didasark紬

pada laporan Kom王si Pemnihan Umu皿Kota Sibolga･

(3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatamya mengucapkan

sumpah/j.anji secara bersama-sana dalam rapat paripuma yang

dipandu oleh Ketua Pengad心細Negc正Kota Sibolga･
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(4) Dala皿　h瓢　ketua penga地肌　Negch ber咄紬g叫　pen糾capa皿

sump血/ja垂an総ota D球D dip紬du wa珊ketua pengadilan negeri

atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan

Negeh berhalangan･

(5) Rapat paripuma sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh

Pimpinan DPRD periode sebelumya atau dipimpin oleh Anggota DPRD

y餌g p血ing tua din/atau叫血g皿uda pe五〇dc sebelumnya d瓢劃hal

Pimpinan DPRD periode sebelurmya berhalangan hadir.

(6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-

sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasd29

(1) Pen糾cap紬sump血/ja垂心籠ota DPRD dilaksanakan pada t紬製al

berakhimya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama

pe五〇de sebclumnya.

(2) Dalam hal tanggal bera血imya nasa jabatan An籠o自DPRD lama jatuh

pada hah libur atau hari yang diliburk餌, pengucapan sumpah/ja坤

dilaks弧ak劃ha正be正血血ya sesudah ha正libur atau ha五y紬g

di止burk狐.

Pasal30

(1) Dalam hal calon血ggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka

pada saat pen糾cap紬　sumpah/ja垂i, yang bers狐g血tan tctap

melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

(2) Da]am hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa

pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap

melaks弧ak紬pengucapa皿su皿p血j紬ji me垂adi An綬ota DPRD dan

saat itu juga diberhentikan se皿entara sebagai An幾甲ta DPRD.

(3) Dalam hal calon An籠ota DPRD terpilih ditetapkan me可adi terpida皿a

berdasark狐putus狐penga皿an yang telah memperoleh kekuata皿

hukum tetap pada saat pen糾capan sunpah/janji, yang bersangkutan

tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD

dan saat itu juga diberhen瞳kan sebagai An籠ota DPRD.



Pasal31

(1) Pen糾cap紬sumpah/ja坤紬蕗ota DPRD亜d劃p血gi oleh roh紬iaw紬

sesuai deng紬agamanya mas王ng置masing;

(2) Dal劃pen印cap紬sump血/ja坤紬籠ota DPRD yang berag劃a:

a. Islan di dahului dengan kata frasa "Demi Allah";

b. Protestan dan katolik di akhiri dengan kata frasa "kiranya Tuhan

Menolong Saya�ｰ

c. Budha, di awali dengan frasa�FVﾖ��⊥�誡��F��'VF��#ｲ�F��

d･ Hindu, di awali deng狐血asa com Atah Para皿awisesa∴

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD

men紬dat紬g紬i be血a ac町a pen即∽p紬sumpah ja坤.

Pasal32

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 adalah sebagai

behkut:

“ Demi Allah (Thhan) saya bersumpah/beljanji:

Bahwa saya akan memenuhi kew却b紬　saya sebaga王

anggota/ Ketua/wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga

dengan sebaik-baiknya din　sead紅ad血ya, sesuai dengan peraturan

peⅢnd紬g-und狐gan, deng狐b印edom劃pada P紬casila d狐Und弧g-

Undang Dasar Negara Repubm Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekelja dengan

sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta

men即t劃ak紬kepenting紬b紬gsa d狐negara dari pada kepenting紬

pribadi, sese○rang, dan golong紬;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili

untuk meunjudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara

Kesatuan Republik暮ndonesia.

Tata C紬a Pengucapan Su皿pah/Ja垂i

Pasal33

1. Tata cara pengucapan s-pah/janji anggota DPRD terdiri dari Tata

Urutan Ac紬a, Tata Pakaian dan Tata Tempat;
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2･ Tata umt紬ac紬a untuk pelaks狐a紬pen糾∽p狐Smpah/ja坤

anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a･ Pembuka紬Rapat oleh P血pin紬DPRD;

b. Pembacaan Keputusan peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan

anggota DPRD oleh Sekreta轟s DPRD ;

c･ Pen糾capan sump血/ja坤紬ggota DPRD畑p紬du oleh Ketua/Wa皿

Ketua Pengad虹紬Nege正;

d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara

s血bolis olch satu or紬g da轟mas血g-mas血g kelo皿pok agama d紬

Ketua Pengad遭a皿;

e. Pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;

f･ Ser血te轟ma p血p心細DP珊da止血p血劃しa皿a kepada勘npinan

Sementara secara simbolis dengan Penyerahan Palu Pimpinan;

g･ Sambutan mpimn sementara DPRD;
h･ Sambut紬W址Kota atau y狐g皿ewak址;

i. Pembacaan Do'a;

j･ Penutupan oleh陣mpinan sementara, din

k･ Peny劃pa王an ucapan sel劃at.

3. Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji

anggota DPRD皿eliputi:

a. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai

ketentuan da正Instansi yang bers紬gkutan;

b. Wali Kota menggunakan Pakaian Sipil lengkap dengan Peci Nasional;

c･ An認ota DPRD y劃g皿en糾capkan sumpah/ja両i men酪unak弧

Pakaian Sipil I�誚ｶ���FV誚����V6����6柳��ﾂ�&�v���&���F���v�譌F�

menggunakan Pakaian Kebaya Nasional;

d. Undangan bagi TNI /POLRI menggunakan Pakaian Dinas Upacara,

Undang紬Sipil men認unak紬Pakai紬Sipil Lengkap dcngan Peci

Nasional bagi pria dan wanita menggunakan Pakaian Nasional;

4. Tata tempat dalam acara pengiicapan sumpah/janji anggota DPRD

meliputi;

a･剛mp心細　DPRD duduk di sebelah k血　Wa瓦　Kota din　Ketua

Pengadilan Negeh atau pe巾abat yang di山車uk di sebelah kanan Wali

Kota;

b･ An蕗ota DPRD y紬g men糾capk紬su皿pah/ja垂i duduk di tempat

yang te重ah dise債akan;
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c. Setelah mengucapkan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD

duduk ditempat y劃g tel血di sediakan;

d･ P血pinan DPRD y紬g獲ama d紬Ketua Pengadil紬Negeri atau

pe可abat y紬g ditu可uk duduk d王te皿pat y弧g telah disedak紬;

e. Sekretaris Daerah dan sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan

DPRD;

青　Para Und劃gan d紬an擦ota DP珊1aimya duduk di te皿pat y紬g

telah disediak狐; din

9. KPU, Panwas, Pers disediakan tempat tersendiri.

BABIV

AしAT KEしENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal34

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a･曲調pinan DPRD;

b. Badan musyawarah;

c. Komisi;

d･ Bapemperda;

e･ Bad狐anggaran;

f･ Badan kehomatan; din

9. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan

rapat pahpuma.

(2) Alat kelengkapan DPRD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan bumf I bersぬt tetap〃

(3) A]at kelengkapan lain sebagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf g

beⅢpa panitia血usus y狐g bersぬt tidak tetap･

(4) Dalan menjalarha tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh

sek｢eta正at dan dapat dibantu oleh kelompok pakar a屯u tim ah虹.

(5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan

kehomatan dibentuk ○○eh DPRD pada aw瓢masa jabatan kean箆ota紬

DPRD.



(6) Pembentukan alat kelen8kapan DPRD ditetapkan dengan keputusan

DPRD.

Pasal35

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan

pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan

DPRD y紬g merangkap sebagai p血pinan pada bad狐musyawarah din

bad孤anggar劃.

Bagian Kedua

皿mpin孤DPRD

Pasal36

P血pin紬DPRD me皿punyai請gas d劃wewcn紬g‥

a･ mem血pin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk di劃b組

keputus紬;

b. menyusun rencana kelja pinpinan DPRD;

c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan waki] Ketua;

d. mela血kan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda

dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

e･ mewakili DPRD dalam bc血ub皿g劃dengan lcmbaga/ instansi lain;

f･ menyelengg紬細則I konsultasi deng狐wa｣i Kota d紬pimpin紬1embaga/

血stansi ve正確al la血nya;

g･ mewa瞳1i DPRD血pcngadn劃;

h. melaksanakan keputusan DPRI) tentang penetapan sanksi atau

rchabilitasi Anggota DPRD sesua王　dengan ketentuan peratur紬

pemndang-undangan; din

i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripuma_

yang khusus diadak狐untuk itu.

Pas運37

( 1) Proses penetapan pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan undang-

Und紬g mengenai peme轟n亡ahan daerah



(2) Dalam h粗蘭p血劃DP珊belu皿terbentuk, DP珊吐血pin oleh

p重mp宣n紬sementara DPRD y紬g dite書apk紬sesuai deng紬Und劃g-

Undang mengenai peme正ntahan daerah.

(3) Pimpinan sementara DPRD bcrtugas:

a･ memi皿pin rapat DPRD;

b･ memぬsilitasi pembentuk狐Fraksi;

c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD; dan

d･皿emproses pcnetapan Hmp血劃DPRD de丘niti章

(4) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) or劃g Wa皿Ketua yang berasal

dah dua pa血poH此berdasa｢k紬umt劃peroleh紬血rsi terb狐yak･

(5) Dalam hal terdapat leb血da正satu par血po量i批y紬g mcmpero重eh血rsi

terb紬yak sama, Ketua dan wakil Ketua sement狐a DPRD ditentuk紬

sec紬a皿usyaw虹ah ○○ch wak血pa轟ai po此址y紬g bersangkutan.

Pasal 38

(I) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) sebelum

memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD

yang di p狐du o重eh Ketua Pengadilan Nege五･

(2) Tata c紬a pen糾cap紬sump血/j糾垂p血p血an sama dengan tata cara

pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dalam rapat paripuma

isti血ewa.

(3) Dalam hal pen糾cap紬sumpah/ja車di gedung DPRD setempat

sebagaima皿a dimaksud pada ayat (1) karena alasan tcrtentu tidak dapat

dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat

龍1aks狐ak紬ditempat lam.

(4) Dalam hal Ketua pengadn紬Negeh scba如調和a血皿aksud pada ayat (I)

berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh

Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

(5) D心劃hal Wa舶Ketua Pengad遭劃Negeh sebaga血ana dimaksud pada

ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pinpinan DPRD

dip紬du oleh Ha瞳m Senior pada Pengadil紬Negeh y紬g ditu可uk oleh

Kctua Pcngadil紬Negeh.



Pasd39

円mpinan DPRD me叫pak紬satu kesatu紬p重mpinan y紬g bersiねt kolektif

dan kolegial.

Pasal40

(I) Pembagian tugas pimpinan dituangkan dalam keputusan pimpinan

DPRD Kota Sibolga yang sifatnya kole虹if dan kolegial.

(2) Pen紬dat紬g劃紬surat d劃s匂enisnya dit狐datang劃i oleh Ketua

DPRD kecuali bぬKetua DPRD bc血alangan maka didclegasikan kepada

pimpinan DPRD yang lain重va･

Pasal41

(1)剛mpin孤DPRD terd亜atas : 1 (sa叫or紬g Ketua d狐2 (dua) or紬g

wakil Ketua.

(2) Thpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal dari partai politik

yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan berikutnya secara

be関田t劃di DPRD.

(3) Ketua DPRD ialah紬認ota DPRD y劃g berasal dad pa血politik y劃g

memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

(4) D粗am血terdapat leb血dan i (satu) pa血politik y紬g memperoleh

血rsi tcrb狐yak pe正ama sebaga心細a dimaksud pada ayat (3), Ketua

DPRD ialah紬繋ota DPRD yang berasal da正parta王politik y劃g

皿emperoleh suara terb紬yak･

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh

suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan

Ketua DPRD di lakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan

suara partai politik yang lebih luas secara beljenjang.

(6) Dalam hal terdapat lebih dari I (satu) partai politik yang memperoleh

kursi terb孤yak pe轟a皿a seba如m劃a di皿aksud pada ayat (3), wa皿

Ketua DPRD ialah anggota DPRT) yang berasal dari partai politik yang

血emperoleh suara terbanyak secara berumtan.

(7) Apabila masih te｢dapat血rsi wa鳳Ketua DPRD y狐g bclum terisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil Ketua diisi oleh
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紬縫ota DPRD yang bemsa工da正pa血po此膿y紬g memperoleh加重si

terbanyak kedua.

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 tsatu) partal politik yang memperoleh

kursi terbanyak kedua sama, wa皿Ketua sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) di tentukan berdasarkan urutan hasil peroleh suara terbanyak.

(9) Dala皿hal terdapat lebih da轟1 (satu) pa血poli批y孤g me皿peroleh

kursi terbanyak kedua sebagainana dimaksud pada a-yat (7) , penentuan

wakil Ketua DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (8) dilakukan

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang

lebih luas secara beljenjang.

Pasd42

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan

sumpah/ja坤p血pin紬d紬bera血ir bersamaan deng紬bera批mya

masa jabatan ke紬ggota劃DPRD.

(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa

jabatannya karena:

a･ meninggal d皿ia;

b･ men卯ndurk孤dih sebagai耽np血劃DPRD;

c･ diberhentik狐sebagai Anggota DPRD sesua王deng狐ketentu紬

Pe重aturan pemndan親ind孤gan; atau

d･ dibe重hen竜k弧sebagai Pi皿p血a皿DPRD.

(3)曲mpina皿DPRD diberhentik孤sebaga王Hmpin紬DPRD dalam hal:

a. terbukti melanggar sunpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan

keputusa皿badan kchomatan; atau

b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang

bers紬gkut紬sebagai P血pinan DPRD sesuai deng狐ketentu紬

p eraturan pemndang-und紬gan I

(4) Dalam hal kctua DPRD berhend da轟jabatamya, pa重a wakil ketua

menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas

ketua sampai dengan ditetapkamya ketua pengganti defenitif.

(5) Da重am h瓢ketua d狐wa皿ke血a DPRD berhenti da正jabat狐nya dan

tersisa 1 (satu) wakil ketua, wa龍l ketua yang bersangkutan

melaksanakan tugas ketua DPRD sampal dengan ditetapkannya ketua

pengganti defenitif.
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Pasal 43

(1) Hmp血弧DPRD重aimya melapork紬usu量pemberhenti肌用mpin餌

DPRD dalam rapat paripuma.

(2) Pemberhentian円mpinan DP珊ditetapk狐dala皿rapat pahpuma.

(3) Pemberhenti劃H皿pinan DPRD ditetapk狐deng紬keputus紬DPRD.

Pasal44

(1)騨mpin紬　DPRD meny劃paik劃　keputus劃　DPRD tcnt紬g

pemberhenti紬　Pimpinan DPRD kepada gubemur sebaga王wakil

Pemerintah Fusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiamya

paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat

parlpuma.

(2) Wali Kota menyampaikan keputusan DPRD sebagainana dimaksud

pada ayat ( 1) kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling

lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

(3) Keputusan DPRD sebagainana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disertai dengan berita acara rapat paripuma.

Pasal45

(1) Pen縫劃ti蘭p血紬DPRD y狐g berhe血beras瓢da轟pa血po宣itik y狐g

sama dmgan Hmpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pen籠紬ti pimpin孤DPRD y紬g berhcnti diusulk紬oleh p血pinan

partai politik untuk diunumkan dalam rapat paripuma dan ditetapkan

dengan keputus紬DPRD.

(3) Hmpinan DPRD mengus山k紬peres血紬peng劃*at紬calon pen籠狐ti

陣mpimn DPRD kepada gubemur sebagai waぬ1 Pemcrintah msat

皿elalui Wali Kota.

Pasal46

(1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau

berhalangan sementara, Thpinan DPRD lainnya melaksanakan

皿usyawarah untuk menentukan s瓢ah satu円mpinan DPRD untuk
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melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjala正masa tahanan

atau berhalangan sementa重a.

(2) HasⅡ musyawarah円mpinan DPRD sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

ditctapk狐deng狐kcputusan pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD

sebaga血狐a出皿aksud ayat (1) be｢he血bersama狐deng紬Ketua

DPRD y紬g be｢henti semcntara皿elaks狐ak狐tugas kembali.

Pasal47

(1) Da重am hal salah seorang Hmpin紬DPRD sed紬g me宣坤劃i masa

tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari,

plmp宣nan pa血po脆tik as弧　陣皿p血紬　DPRD y紬g be重halangan

sementara men即su此紬kcpada H皿pin紬DPRD salah seorang An幾ota

DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan

tugas Pinpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau

berhalangan sementara.

(2) Us山肌pimpin紬pa血poli咄sebagaim劃a dimaksud pada ayat (1)

diumumk弧dalam rapat p証puma d狐sela可utnya ditetapkan deng紬

keputusan DPRD.

Pasal48

(1) Dalam hal sel皿h鵬mp血劃DPRD sed紬g me両粗紬i nasa t血紬an

atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan

DPRD　皿en印sulk紬Anggota DPRD da丘partai politi血ya untuk

melaksanakan tugas pimpinaLn DPRD yang scdang menjalani nasa

tah紬an atau berhal紬gan se皿entara.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampalkan kepada DPRD

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD

menjalani nasa tahanan atau berhalangan sementara.

(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diumumk紬dalam rapat pahpuma dan sela垂utnya ditetapkan deng紬

keputusan DPRD.

(4) Rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh

An認○自DPRD paling血a dan/atau paling muda.
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(5) Paling lanbat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan

DPRD sebagaim紬a dimaksud pada ayat (3), keputus紬　DPRD

disampaikan kepada Gubemur sebagai waki] Pemerintah Pusat melalui

Wali Kota oleh P血p血孤DPRD bagi pelaks狐a tugas pimpin紬DPRD

kota.

(6) W瓢i Kota皿enyam車k紬usulan pe量aks紬a tugas陣皿p心細DPRD

paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah

Pusat terhi血ng s匂ak diteh皿紬ya keputusan DPRD,

Pasal49

(I) Pelaksana tugas pinpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang

陣mpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pas瓢36.

(2) Pelaks紬a tugas Pimpin紬DPRD ditetapkan dengan keputus紬

Gubemur sebagai wakn Pe皿e丘ntah msat.

(3) Pelaks紬a tugas蘭pin狐DPRD mendapa収紬hak protokolcr耽mpinan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pas瓢50

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagainana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal

48 terbukti tidak bersalah berdasark紬pu亡usan pengadil紬yang tclah

mempunyai kckuatan huku皿tetap:

a. Gubemur sebagai warn pemerintah msat mengaktifkan kembali sebagal

anggota DPRD dan/atau剛mpin紬DPRD Kota; dan

b･躍mpinan DPRD melakuk紬rchab批asi me血ui pe調印皿uman dala皿

｢apat pahpuma.

Ba由a皿Ketiga

Badan Musyawarah

Pasd51

(I) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari

jumlah Anggota DPRE berdas軸kan perimbangan jumlah anggota tiap-

tiap Fraksi.
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(2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat

paripuma setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, F`raksi, komisi, dan

badan孤gg狐狐.

(3) Pimpinan DPRD karena jabatamya juga sebagai pimpinan badan

musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan

musyawa.rah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.

(5) Perpindah劃　An箆ota DPRD dala皿　bad紬musyawarah ke alat

kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa

keanggotaamya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun

6 (enam) bul弧berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 52

(1) Badan musyawarah mempunyal tugas dan wewenang:

a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan

dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat

kelengkapan DPRD;

b･ menetapk紬agenda DPRD皿t血1 (sam) tahun masa sidang,

sebagi孤dah sua山masa sid狐g, per虹ra劃wa職u penyelesa王an

suatu mas血ah, d狐j狐gka wak血penyclesai劃｢孤cang紬Perda;

c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan

garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

d･皿e皿血a d紬皿embehk劃kesc皿pat紬kepada alat kelengkap紬

DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan

mengenai pelaksaman tugas masing-masing;

e･ menetapk弧jadwal acara rapat DPRD;

f･ memberi saran atau pendapat untuk皿emperl紬car kegiaぬn DPRD;

g･皿crekomcndas址an pe皿bcntuk紬pani心a址usus; din

h･ melaksanakan tugas lain y紬g diputusk狐dalam rapat p証puma.

(2) Agenda DPRD y紬g telah ditetapk紬o量eh bad紬musyawar血hanya

dapat diubah d瓢am rapat pa正puma･

(3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:

a･ berkonsultasi dengan Fraksi sebelu皿pengambilan keputusan dalam

rapat badan musyawa重ah; din

b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.
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Bagia皿Keempat

Komisi

Pasal53

(i) Setiap Anggota DPRD, kecuati Hmpinan DPRD, men].adi anggota salah

satu komisi.

(2) Jum址komisi dibe血k ses血deng狐und紬g-und狐g mengenai

pemehntahm daerah.

(3) Jum址　ke紬籠ota紬　se申　komisi ditetapk紬　deng劃

mempe正mb組頭紬per血b劃g紬d狐pemerata劃jumねh紬綬ota ant祉

komisi.

(4) Ke紬箆ota劃dalam komisi diputuskan da量am rapat pa轟puma atas usul

Fraksi pada awal tahun anggaran.

(5) Ketua, wa則Ketua･ d狐se虹cta正s ko血si dip址h dad d紬oleh紬蕊ota

komisi dan dilaporkan dalam rapat paripuma.

(6) Masa jabat紬Ketua, wa皿Ketua, dan sekretaris komisi sel劃a 2 (dua)

tahun 6 (ena皿) bulan.

(7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, warn Ketua, dan/atau sekretaris

ko血si, dila血k紬kemb弧i pe皿蘭紬Ketua, wa皿Ketua, d紬/atau

se虹et証s ko皿isi sebaga血劃a dimaksud pada ayat (5主

(8) Masa jabat紬pengg紬ti Ke巾a, wa珊Ke山a, dan/atau sekreta正s komisi

menemskan sisa nasa jabatan y狐g血g紬tikan.

(9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakutan setelali masa

ke紬ggota紬nya dal劃ko血si pal血g singkat 1 (satu) tahun berdas紬k紬

usul Fr貧ksi.

Pasal54

Komisi mempunya上山gas d紬wewen劃g:

a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan

urus紬pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban

laimya scsua王deng紬ketentu劃pcratur紬perund紬g-undang紬;

b. melakukan pembahasan rancangan perda;

c･ mela血kan pe皿b血as狐ranc紬g劃keputus紬DPRD sesuai deng孤

ru紬g lingkup tugas komisi;

1劃



d･皿elak血紬pengawas孤terhadap pelaks紬a紬Pcrda sesua王deng細

田紬g lingkup tugas komisi;

e･ membantu Hmp心細　DPRD da｣劃penyelesaian masalah y紬g

disampaikan oleh Wali Kota atau masyarakat kepada DPRD;

f. menerima, menanpung, dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi

masyarakat ;

9. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

h. melarfukan kunjungan kelja komisi atas persetujuan f血pinan DPRD;

i･皿engadak紬rapat ke垂d狐rapat deng組pendapat;

j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRI) yang temasuk dalam ruang

lingkup bidang tugas komisi; dan

k. memberikan laporan tertulis kepada r址pinan DPRD tentang hasil

pelaksanaan tugas komisi.

Pasd 55

Pembahasan rancangan perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain

dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 56

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesual dengan penyelenggaraan

uⅢsan pe皿ehntahan yang mcmpakan kewen孤ga皿daerah.

(2) Pembagi紬m紬g血gkup巾gas komisi diatur dal劃P｡ratur紬DPRD

tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal57

(1) DPRD menetapk紬3 (tiga) Ko血si pada pemula紬masa Ke劃悠ota孤

DPRD d紬pemula劃tahun sid紬g, deng紬komposisi pembidang紬

tugas dan t紬ggung jawab scbagai be正kut;

a. Komisi I - Bidang Hukun dan Pemerintahan, yang meliputi bidang-

bidang hu血m, Pc皿d紬g-皿dang狐, Peme轟ntah紬(Umum,

Tapcm, Kesra, Pemb紬糾nan, Perekenomian, Kecamat狐Sibolga

Utara, Kecamat紬　Sibolga kota, Keca皿atan Sibolga Sambas,

Kec劃at狐sibolga Selat狐) Satpol PP d紬DAMKAR, Kependudukan

d紬Pencatat紬Sipil, Kepegawai紬d紬Ap紬a血r, Sosial Politik,
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Organisasi MasyaraJ祖t, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pertanahan,

Keljasama lntemasional, Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip,

Kesehatan, Hubungan antar Lembaga;

b･ Ko血isi量重- Bidang Ekono皿i d紬Keu紬gan･ y紬g meliputi bid紬g-

bid劃g Pehndusth狐, Perdag紬g紬, Koperasi, Usaha Kecil dan

Meneng血　d弧　Ketenagake章ja狐, Kelaut紬　P｡hk弧an dan

Petemakan, Ketahanan Pangan, Logistik, Perpajakan, Retribusi,

Perbankan, Badan Usaha Mihik Daerah (PDAM, PD.SINA), Perizinan

dan Pen紬ama皿Modal･ Perhubung狐,重門EK, Keu紬g紬d狐Aset

Daerah (KONI･ PMI, KNPI, m劃uka), Perlengkap紬dan Rumah

T紬gga,重nspe虻o｢at, Up富.

c. Komisi Ill - Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang

meliputi bidang-bidang Peke寄aan umum perumahan Rakyat Tata

Ruang, Pertananan Kebersihan Lingkungan Hidup, Sosial,

Penerangan dan Pers (KOMINFO), Rumah Sakit, Pariwisata

Kepemudaan dan Oぬh Raga, Pengendali紬Penduduk dan Keluarga

Berenc紬a･ SAR･ BPBD･ BAPPEDA, d紬K紬劃g Tamna.

Pasal58

(1) Setiap Hmp血紬DPRD皿enempa也mas血g-mas血g Komisi deng紬

Jabatan sebagai Koordinator Komisi, dan bagi Pimpinan yang

memperoleh kursi terbanyak pertama akan diberikan kesempatan

ter重ebih dahulu皿tuk mem蘭h komisi y紬g akan dik○○rdinimya,

selanjutnya Pimpinan kursi terbanyak kedua akan diberikan

kesempat劃kedua untuk me皿址h komisi y紬g ak孤dk○○rdinir叩a din

setemsnya untuk Hmpin紬y紬g mcmperoleh血rsi terbanyak ketiga

akan untuk memilih komisi terakhi.

(2) Da重am hal te重jadi pemindahan　軒mpin紬　DPRD terlebih dahulu

d遭akukan rapat陣mpinan DPRD.



Bagi劃Kelima

Bapcmperda

Pasal 59

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripuma menurut

pehmb紬g孤dan pemerata劃an箆ota komisi.

(2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi

yang terba種yak.

(3) Hmpin劃Bape皿perda terd正atasl 《satu) or紬g Ketua d弧l (satu) or紬g

wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatamya juga sebagal sekretaris Bapemperda

dan bukan sebagai紬認ota Bapemperda.

(5) Masa jabatan pimpin紬Bapempe重da selama 2 (dua) tahun 6 (en劃)

bulm.

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan

DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalan

Bapemperda p亜ng singkat 1 (satu) tah皿berdas紬ka皿usul F｡aksi.

(7) Susun紬　ke紬箆ota狐　Badan Pe皿bentuk紬　Pe重aturan Daerah

ditetapk紬pada rapat pahp皿a DPRD.

Pasal60

Bapemperda mempunya王血gas d紬wewenang:

a. menyusun rancangan program pembentukan perda yang memuat daftar

urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan

rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di

lingkungan DPRD;

b･ mengk○○rd血as批劃penyusm狐program pembentuk紬Perda劃tara

DPRD dan Pemer血tah Daerah;

c･ menyiapkan r紬c狐gan perda y紬g beras瓢dah DPRD y紬g meⅢpak餌

usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah

ditetapkan;

d･ mela血k劃pen如monisasi狐, pembulat紬, d紬pemantap狐konsepsi

rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi

sebelum rancangan perda disampajkan kepada Pimpinan DPRD ;
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e. mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan

Pemehntah Daerah;

f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan

Perda y紬g坤uk紬oleh DP珊d紬Pe皿ehntah Daerah di l脚工progr劃

pembentukan Perda;

g･皿e皿bc轟k劃pe血nbang紬kepada騨mpinan DPRD terhadap r紬c紬g紬

Perda y劃g berasal dari Peme止ntah Daerah;

h. mengi血ti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap

pe皿b血as劃materi皿uat紬r紬∝血g紬耽rda melalui k○○rdinasi dengan

ko皿isi atau panitia khusus;

i･ membe址紬masuk紬kepada Pimpin紬DP珊atas r紬c紬g紬Perda

yang ditugaskan oleh badan musyawarah;

j. melakukan kajian Perda dan mengevaluasi Perda yang tidak sesual

deng紬kondisi daerah; din

k. membuat lap｡ran kinelja pada nasa a址ir keanggotaan DPRD dan

menginventarisasi pemasalahan dalam pembentukan Perda sebagai

bah紬bagi komisi pada皿asa ke紬認ota組be玉ku血ya･

Ba由an Keen劃

Badan Anggaran

Pasal61

(1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan

mempertimbangkan keanggotaamya dalam komisi dan paling banyak

1/2 (satu per dua) dan ju皿lah An擦ota DPRD,

(2) Ketua d劃w抽出Kctua DP珊juga sebagai p血pin紬bad紬紬縫ar孤

dan merangkap anggota badan anggaran.

(3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wa皿Ketua badan anggaran

ditetapkan da上am rapat pa轟puma.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatamya juga sebagai sekretaris badan

anggaran dan bukan sebagai anggota.

(5) Perpindahan Anggota DPRD dalan badan anggaran ke alat kelengkapan

laimya hanya dapat dilakukan setelah nasa keanggotaannya dalan

badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.



Pasal 62

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

a･ membe地租saran d紬pendapat bempa pokok p亜r紬DPRD kepada

Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan

Wali Kota tent紬g renc紬a ke両Peme血t血Daerah ditetapk叫

b･ meぬkuk紬konsu宣tasi y紬g diwa址i oleh紬鎚otaⅣa deng紬komisi

terkalt untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan

ranc紬g紬keb両脚n皿um A昭D d狐p五〇五tas d紬plaめn紬ggar紬

scmentara;

c･ membe正k劃　sa重紬　d弧　pendapat kepada W址　Kota dalam

mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda

tent狐g pembah紬　APBD, d狐　r紬cang劃　Perda tentang

pertanggungj awaban pelaksanaan APBD ;

d. mela血kan penyempumaan rancangan perda tentang APBD, rancangan

Perda te巾ang peⅢbah紬A聡D, d紬r劃cang狐Perda tentang

pertanggung]’awaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi

Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim

anggaran Pemehntah Daerah;

e･ mela血k劃pemb血as紬bersa皿a t血劃怒紅組Pe皿ehntah Dacr血

terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas

dan plafon anggaran sementara yang disampalkan oleh Wali Kota; dan

f. memberikan saran kepada ELpinan DPRD dalam penyusunan

anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Bada皿Kehomatan

Pasd63

(1) Anggota badan kehomatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan

ketentuan :

a. Badan Kehomatan DPRD beljunlah 3 (tiga) orang;

b. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota

Badan Kehomatan ya皿g血g紬tik狐;



c. Badan Kehomatan sebagainana dimaksud pada ayat (2) dibantu

oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat

DPRD;

(2) Hmp血劃bad紬kchomat紬terdih atas 1 (satu) or紬g Ketua d紬1

(satu) or狐g wa鮒Ketua y紬g dip址h da丘d紬oleh劃籠ota bad紬

kehomatan.

(3)血認ota bad紬keho血at紬dip珊d孤ditetapk紬dalain rapat

pa正puma be章das狐k劃us山dah mas血g-masing ･

(4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkanl (satu) orang calon anggota

bad紬kehomatan.

(5) Da重am hal di DPRD h紬ya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi y紬g memiliki

jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon

紬ggota badan kchomatan.

(6) Perpind心細　An幾ota DPRD dalam badan keh｡matan k｡ alat

kelengkapan laimya dapat dila血kan setelah masa keanggotaamya

dalam bad紬kehomatan pa血g singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bu重an

berdasarkan usul F重aksi.

Pasal64

(1) Bad紬kchomat紬memp皿yai tugas:

a･ memantau d紬mengeⅥ止uasi disiplin dan kepatuh紬An蕊ota DPRD

terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik

y狐g dilakukan Anggota DPRD;

c. melakukan penyelidikan, veri肱asi･ dan klarifikasi atas pengaduan

Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d･ melapork紬keputusan bad狐kehomatan alas basil penyelidikan,

verifikasi, dan klarilikasi sebagainana dimaksud pada buruf c

kepada rapat pa轟p皿a.

(2)皿gas bad紬kehomatan dilaks紬ak紬untuk皿e垂aga moral, ma轟abat,

kehomatan, citra, d孤灯edib工litas DPRD.

(3) Dalan melaksanakan penyeHdikan, verifikasi, dan klarifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehomatan dapat

meminta b紬tu劃dah ah虹血dependen,



Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, badan

kehomatan be｢Ⅳen紬g‥

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran

sumpah/ja垂i d劃Kode Etik untuk member出an岨ah能asi atau

pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b･ meminta keter紬g紬pe重apo重, saksi･ atau pihak lain yang terkait

te皿貧suk meminta dokumen aぬu bu虹i lam; dan

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar

sumpah/ja垂i dan Kode Et址.

Pasal 66

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, atau masyarallat menyampaikan

pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis

kepada Hmpin紬DPRD dengan tembus紬kepada Badan Kehormatan

disertai identitas pelapor yang jelas dan b血ti dugaan pelanggaran.

(2)曲mpina血DPRD wajib menemsk劃pengaduan sebaga血劃a dimaksud

pada ayat (I) kcpada Bad紬Kehomat狐paling l狐a 14 (empat belas)

hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagainana dimaksud pada ayat (2)

円mp心細　DPRD tidak mencmsk紬　pengadu劃　kepada Bad紬

Kehomatan maka Badan Kehomatan dapat menindak lanjuti

pengaduan tersebut,

Pasal 67

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana d血aksud dalam Pasal 66,

Badan Kehomatan mclakuk狐penyel址k孤, vemkasi, d組曲ari撤asi

dengan cara:

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu,

atau pihak lai皿yang terka王t; din

b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehomatan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dituangkan dalam berita acara.
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(3) Hmp血an DP珊dan′a屯u bad紬kehomat紬me垂a皿血ke輪hasia紬

hasil penyelidikan, ve聯kasi, dan曲a｢範kasi.

Pasal 68

(1) Dalam hal teradu terbukti mela血kan pelanggaran atas sumpah/janji

d紬Kode E竜k, bad紬kehomat劃me可atuhkan s紬ksi bempa:

a･ tegur紬lis紬;

b･ teguran te轟ulis;

c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan

DPRD;

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagal血ggota DPRD;

dan/atau

e･ mengusulk紬pemberhenti孤sebagai An謎ota DPRD sesuai deng紬

keten巾an peratur劃pe皿d紬g-皿da皿g紬.

(2) S紬ksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapk紬dengan

keputus劃badan kehormat狐d紬diumumkan d狐am rapat pa正puma.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hun∬ c d弧humf d dipubHkas址an oleh DPRD.

Pasal69

(1) Dalam hal Bad劃Kehomat孤membehk劃s劃ksi pemberhenti紬

sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian

pimpin紬血at kelengkap劃DPRD pal血g lama 30 (tiga puluh) h狐i

terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripuma.

(2) Jadwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan

oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak

keputus狐Bad劃Kehomata皿.

Pasd70

Keputusan Badan Kehomatan mengenai penjatuhan sanksi berupa

pemberhenti紬sebagai An縫ota DPRD dip重oses sesuai deng紬ketentu紬

peratu ran pe調ndang-und弧gan ･



Pasal71

Tata cara persid紬gan bad紬kehomatan DPRD diatur berdasark紬

ketentu紬pera血r弧pemnd紬g-und紬g紬･

Bagi紬Kcdelap紬

Pa皿itia皿usus

Pasal 72

(1) Pani債a血usus dibentuk dal劃rapat pa轟puma atas usul An幾o亡a DPRD

setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

(2) Pemben巾kan p紬itia曲usus批etapk狐dengan keputus紬DPRD.

(3) Pembentuk紬pani個a址usus dala皿w抽u y紬g bersama紬paling

b紬yak s狐a jumlahnya deng狐komisi.

(4) Masa kelja panitia Thusus:

a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau

b･ P虹ng工劃a 6 (en劃) b心細unt血tugas se血n pe皿bentuk紬Perda.

(5) Panitia皿usus melaporkan tugas sebelum a皿止masa ke垂da量am rapat

panpu皿a.

Pasal 73

(1) Anggota Panitia畑usus Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang.

(2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi-komisi yang

diusu膿弧oleh mas血g-皿as血g Fraksi.

(3) Ketua d紬wa田Ketua P紬i亀a皿usus dip址h d証dan ○○eh an銘ota

P紬itia柵usus,

(4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh sekretariat

DPRD.



Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ah重i

Pasal74

(1) Kelompok pa血atau ti皿ahli alat kelengkap紬DPRD diangkat dan

伽erhentikan dcng弧keputus紬sc血etahs DPRD sesuai deng紬

kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan

alat kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok Pakar atau仕皿a皿beke垂sesuai dcng紬pengelompo敗狐

tugas d紬wewen紬g DP珊yang tercemin dal劃Alat Kelengkap紬

DPRD.

(3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli

dilaksanak紬sesuai dengan ketentuan pemndang-undangan ･

BABV

RENCANA KERJA DPRD

Pasal75

(1) Rencana ker]’a DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat

ke重engkapan DPRD kepada曲mpin狐DPRD.

(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

(3) H皿pinan DPRD menyampa並劃renc孤a ke垂DPRD kepada Sekreta轟s

DPRD untuk dilakukan penyelaras餌.

(4) Hasil penyelarasan rencana kelja DPRD disampaikan kepada Pimpinan

DPRD皿tuk dibahas d紬ditetapk紬dalam rapat pa正p皿a.

(5) Rencana ke重ja DPRD yang telah ditetapkan dal劃rapat paripuma

menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen

rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun

be正kutnya.

(6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lanbat tanggal 30 September

tahun beljalan.



Pasal 76

( 1) Alat kelengkapan DPRD men}｢劃paikan hasil pelaks紬aan renc紬a ke垂

dalam rapat paripuma setiap amir tahun.

(2)陣mpinan DPRD mempub重ikasikan ringkas劃has組pe宣aks紬aan rencana

kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BABVI

pEしAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGo恥DPRD

Bagian Kesatu

Umu皿

Pasa｣ 77

(1) DPRD memp皿yai hak:

a･ interpelasi;

b. angket; din

c･ menyatakan pendapat.

(2) Anggota DPRD mempunyai hak:

a･ mengajuk劃r狐ca皿gan perda;

b･皿engajukan pe正狐yaan;

c. menyampalkan usul dan pendapat;

d･皿emilih da皿dipil血;

e･ membeladi轟;

f. imunitas;

g･ meng虹債〇五entasi d劃pendalaman血gas;

h. p重otokoler; dan

i･ keuanga皿d紬administra宙.



Bagian Kedua

Hak重nterpelasi

Pasal78

(1) Usul pelaks孤a紬ha瓦血e甲elasi yang tel血memenuhi ketentu紬

Undang-undang mengenai pemehntah劃daer血d軸ukan An籠ota

DPRD kepada Hmpin紬DP珊untuk dilapork紬pada rapat pa正puma.

(2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan dokumen y紬g memmt p祉ng sedi施t:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Wali Kota; dan

b〃　瓢asan peminta紬kete剛g狐.

Pasal 79

(1) Rapat paripuma mengenai usul hak inte町elasi dilakukan dengan

tahap紬:

a･ pen即sul menya皿pa並狐pe巾elas紬止s紬atas usul hak interpelasi;

b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas

pe可e重as紬pengusul; dan

c〃　para pen即sul me皿behk紬t狐ggap紬atas pand紬g紬para Anggota

DPRD.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD

apabila mendapat perse巾u劃da轟rapat pahpuma y紬g dihadi轟lebih

dah 1/2 (satu per dua) juml血Anggota DPRD dan keputusan dia皿bil

dengan perse叫u紬lebih dad I/2 (satu per dua) juml血Anggota DPRD

yang ha出r-

(3〉　Pen糾sul dapat　皿ena正k kembali usul紬nya sebelum usul hak

interpelasi mempero重eh keputus紬dal劃rapat pa轟puma.

(4) Keputusan DPRD mengenai hak inteapelasi sebegaimana dimaksud pada

ayat (2) disampalkan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal80

(1) Dalam rapat paripuma mengenal penjelasan wali Kota:

a･ Wali Kota had正membe轟kan pe可elasan; dan

b･ Setiap An箆ota DPRD dapat mengajuk紬pe巾紬ya紬.
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(2) Dala皿hal W址Kota bcrha｣ang劃had止untuk membe亜紬pe垂Iasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan

p匂abat terkait untuk mewa貼1i.

(3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat

pahpuma d紬disa皿paikan secara te血lis kepada Wa重i Kota.

(4) Pandangan DPRD sebagaimana dinaksud pada ayat (3), dijadikan bahan

untuk DPRD dala皿pelaks紬a紬請ngsi pengawas紬d紬un亡uk Wali

Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Ha止Angket

Pasal81

(1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memen血i ketentuan undang-

undang mengenal pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada

Hmpin紬DPRD untuk diputuskan pada rapat paripuma.

(2) Pengusulan hah angket sebagainana dimaksud pada ayat (1) disertal

deng紬dokumen yang memuat paling sed通書:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-

undang狐y紬g akan diselid亜; din

b･ alasan penye血d批狐.

Pasal82

(1) Rapat paripuma mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b･ An繋ota DPRD laimya untuk memberikan pandangan melalui

Fraksi; dan

c･ pen糾sul membe正k劃jawab紬atas pand紬gan An謎ota DPRD.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (i) menjadi hak angket jika

mendapat perse叫uan da止rapat paripuma y紬g dihadih paling sed通t

3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil

dengan perse巾uan paling sedi亜2/3 〈dua per tiga) da正jumlah地誌ota

DPRD y弧g hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket

me皿per○○eh kepu血sa皿dalam rapat pa丘puma･

44



(4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:

a･ membentuk p劃itia angkct y紬g terdih atas semua unsur Fraksi

y紬g ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan

b. menyampalkan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis

kepada Wa重i Kota.

(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat

diajukan kembali.

Pasal83

(1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil

pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang

dianggap menget血ui atau patut mengetahui masalah yang diselid地

unt血membe地an keterang劃se轟a untuk mcminta menunj血kan

surat atau do血men y紬g berkait紬deng紬hal y狐g sed紬g diselidi虹.

(2) Pejabat pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang

dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi

panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan

Peraturan peⅢndang- undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga

皿asyarakat telah dip劃認遭deng紬patut secara 3 (竜ga) ka重i be巾uⅢt-

tumt tidak memenuhi p餌認ilan, DPRD dapat meman務il secara paksa

dengan bantu孤Kepo止si劃Negara Repub皿Indonesia ses血deng紬

ketentuan Peratu｢an pcmnd紬g-undang弧.

Pasal 84

Da重am hal hasil penye重idikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diterima

oleh DPRD da皿ada indikasi tindak pidana, DPRD menyer血k紬penyelesai紬

proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan

ketentu弧pe｢a血ran pemnd紬g-皿dangan･



Pasal85

P紬itia angket melapork紬pe址sana紬tugasnya kepada rapat p糾うpuma

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal86

(1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi

ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan

地誌ota DPRD kepada曲調p血孤DPRD untuk dipu血sk狐pada rapat

paripurna.

(2) Pengusulan hak menya咄岨n pendapat scbagaimana dimaksud pada

aya-t ( 1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan

b･ mated basil pelaks紬a紬hak interpelasi din/atau hak angket.

(3) Usul pemyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD

disampaikan dalam rapat pa轟puma.

Pasal87

(1) Rapat pahpuma皿engenai usul pemyata狐pendapat d轟a血k劃deng紬

tahapan:

a･ pen糾sul meny劃paikan pe巾e宣asan lis狐atas us山hak angket;

b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;

c･ Wali Kota membehkan pendapat; din

d･ pengusul member批紬jawaban atas p劃d紬gan An饗ota DPRD dan

pendapat Wali Kota.

(2) Usul sebagaim狐a d血aksud pada ayat (1) me可adi hak menyatak紬

pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripuma

y紬g dihad血pa血g sedi曲3/4 (tiga perempat) dad jumlah A皿ggota

DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua

pertiga) da互jum址i An認〇日DPRD yang nadir.

(3) Dalam hal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dihadiri paling sed亜t 3/4 (tiga perempat) d紬i jumlah Anggota DPRD,
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rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-

masing tidak lebih da正1 (satu) jam.

(4) Apabi量a pada akhir waktu penunda紬rapat sebagai皿紬a dimaksud

pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat

dapat menunda rapat p址ng lama 3 (dga) hah.

(5) Apab虹a setelah penunda紬sebagaim紬a di皿aksud pada ayat (4) belu皿

juga te中enuhi, pelaksanaan rapat paripuma pemyataan pendapat

dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan

mu syawarah.

(6) Pengusul dapat menahk ke皿ba止usul紬nya sebelum usul pe重nyata紬

pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripuma.

(7) Dalam hal usul pemyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan

DPRD yang memuat:

a･ pemyataan pendapat;

b･ saran penyelesai紬nya; din

c･ pe轟ngatan.

Bagian Kelima

Pelaksa皿an Hak Anggota

Para留-af I

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasd88

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan perda.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada Pimpin狐DPRD d血a皿bentuk r紬cang劃Perda dise巾ai

penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat

DPRD.



Pa重agraf 2

Hak Meng勾uk紬Pert狐ya狐

Pasal89

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah

Daerah berkait紬deng袖山gas,血ngsi, d劃wewen劃g DPRD baik

secara lisan maupun secara tertulis.

(2) Jawab劃terhadap pe轟劃ya細心盤ota DPRD sebagaim劃a dimaksud

pada ayat (1) dibe咄劃secara lis紬atau scc鉦a te正ulis dalam tenggang

waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaik紬Usul dan Pendapat

Pasal90

(1) Setiap An縫ota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajuk紬usul dan

pendapat baik kepada Peme血t血Daer血皿aupun kepada Pimp正調

DPRD.

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan

kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memi止h d紬Dipilih

Pasal91

Setiap An幾ota DPRD berhak un血k me皿址h d孤dip血ih me重車di pimp宣n劃

alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

un dang紬.



Pa｢agra∫ 5

Hak Membela Diri

Pasal 92

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sunpah/janji dan Kode

Etik dibeh kesempat劃　untuk membela di轟　dan/atau membe轟k狐

keterang紬kepada bad弧kehor皿atan.

Paragraf 6

Hak量munitas

Pasal 93

(1) Anggota DPRT) mempunyal hak imunitas dan dilaksanakan sesuaj

dengan Undang-undang mengcnai peme轟ntahan daerah.

(2) An籠ota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan k紬ena

pemyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakamya baik

secara lisan maupun te露出s di da宣a血rapat-rapat DPRD ataupun diluar

rapat-rapat DPRD y紬g berkait紬deng紬如ngsi, tugas d紬wewenang

sena tidak be轟ent劃gan dengan pe｢aturan tata tertib dan kode etik.

(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pemyataan,

pertanyaan atau pendapat dikemukakan balk dalam atau luar rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2主

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal

紬ggota yang bersangkut紬皿en即血umk紬mateh y狐g tel血disepakati

dala皿rapat te轟utup un血k d心血asiak孤atau hal lain y孤g dimaksud

dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai deng紬ketentuan

peratur紬pemnd劃g-undang狐･



Paragraf 7

Hak Men出血ti Ohentasi dan Pendalaman皿gas

Pasal94

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelal[sanaan

tugas sebagai Anggota DPRD pada pemulaan masa jabatamya dan

mengikuti penda工劃紬tugas pada masa jabatamya.

(2) Orientasi d紬pend瓢a皿an tugas地盤ota DPRD dapat d組a血k紬oleh

Pemehntah恥sat, Peme轟ntah Dae｢血provinsi, se虹etahat DPRD

provinsi, parta王po此ik, atau pergum紬t山蕗i･

(3) Pend劃a狐untuk pela七s紬a弧〇五entasi d紬pe皿dala皿劃tugas An認ota

DPRD dibebankan pada penyelenggara.

(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman

tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Hotokoler

Pasal95

(1)門mpin劃d劃紬蕗ota DPRD memp皿yai hak protokoler.

(2) Dalam h血皿enghadih und弧gan da五Pemehnt血atau pihak lam

terlebih dahulu Se血etahs DPRD berk○○rdinasi deng孤pelaks紬a

kegiat紬dan mempcrsiapkan Star Pendamp血g･

(3) Hak protokoler sebagainana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan pera血章孤Pcmndang-undang紬.

(4) Dalam hal menghadi轟und紬g劃atau kegiatan laimya dalam rangka

menu巾紬g tugas dan血ngsi Ang麿ota DPRD maka Se虹eta轟s DPRD

menyiapk劃pcndamp血g An饗ota DPRD.



BABV量I

pERslDANGAN DAN RA払T DPRD

Bagian Kesatu

Pe重sid狐gan

Pasal96

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucxpan sumpah/janji

Anggota DPRD.

(2) Tahun sidang dibagi d瓢am 3 (tiga) masa persid紬gan.

(3) Masa persidang孤me止puti masa sid紬g d紬masa reses, kecua虹pada

persid紬g紬tera皿ir da互1 (sam) pe五〇de ke劃認otaan DPRD, masa

reses ditiadakan.

(4) D血am hal peぬks紬a紬　masa persid劃g紬　bersamaan deng紬

pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh

peraturan peⅢndang-und狐ga皿, pelaksana紬　でeses dilaksanaka皿

setelah selesainya- pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan

dalam peraturan pemndang-皿dang紬･

Pasal97

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali

reses ba豆DPRD.

(2) Sekreta正s DPRD men糾mmkan agenda reses setiap Anggota DPRD

paling lambat 3 (tiga) ha轟sebelum masa reses di皿ulai mel瓢ui s瓢ur紬

ya皿g mudah diakses.

(3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorang紬atau ke○○mpok

dilaksanakan dengan me皿perhat址狐:

a･ waktu reses an蕊ota DPRD kota pada daerah pem址h紬y劃g sama;

b･ rencana ke亘a pe調erintah Daerah;

c･ hasn pengawas紬DPRD selama nasa sidang; dan

d･ kebutuhan kons山tasi pub虹c dalam pembentuk劃Pcrda.

(4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada

陣mpinan DPRD, p塊i皿g sed亜t血emuat:

a･ waktu dan tempat kegiatan reses;

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
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c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagalmana

dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

(6) Hasil Reses disampaikan kepada Pemerintah Kota untuk ditampung

me垂adi Pokok-Pokok P址ir紬DPRD dalam rapat pa正puma DPRD

dengan Pemehntah Kota.

Ba由紬Kedua

Rapaトrapat

Pasal98

(1) Jenis rapat DPRD terdi正atas:

a･ rapat paripuma;

b･ rapat pi皿p血an DPRD;

c･ rapat Fraksi;

d･ rapat konsultasi;

e･ rapat badan musyaw狐ah;

f･ rapat komisi;

g･ rapat gabungan komisi;

h･ rapat badan劃ggar紬;

i･ rapat Bapemperda;

j･ rapat bad紬kchomatan;

k･ rapat pa正tia khusus;

L rapatke重ja;

m. rapat dengar pendapat; dan

n･ rapat dengar pendapat u皿um.

(2) Rapat paripuma merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang

dipi皿p血oleh Ketua atau Wa出1 Ketua DPRD.

(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD

yang dipimpin oleh Ketua atau Wa団Ketua DPRD.

(4) Rapat Fraksi皿eⅢpakan rapat紬籠ota Fraksi y紬g髄pimpin oleh

pimpinan Fraksi.

(5) Rapat Konsu]tasi merupakan rapat antara pimpinan DPRD dengan

pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin

oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
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(6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan

musyawarah y紬g dip血pin oleh Ketua atau wakil Ketua badan

musyawarah.

(7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua

atau wakn Ketua komisi.

(8) Rapat Gabung孤Ko血si皿empak劃rapat紬t紬komisi y紬g dipimpin

oleh Ketua atau wakil Ketua DPRD.

(9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang

dipimpin oleh Ketua atau wan Ketua badan anggaran.

(10) Rapat Bapemperda me叫pak紬rapat紬饗ota Bapemperda y紬g

dipimpin oleh Ketua atau wa皿Ketua Bapemperda.

(1 1) Rapat Bad紬Kehomatan皿empak紬重apat an饗ota bad紬kehomat紬

yang dipimpin oleh Ketua atau wa地1 Ketua badan kehomatan.

(12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota panitia Khusus yang

dipimpin oleh Ketua atau Wa虹1 Ke巾a Panitia Khusus.

(13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi,

Gabungan Komisi･ Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Wali Kota atau

p句abat y紬g ditu可uk.

(14) Rapat Dengar Pendapat mcmpak紬rapat紬tara komisi, gabung紬

komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan

Peme丘ntah Daerah.

(15) Rapat Dengar Pendapat Umun merupakan rapat antara komisi,

gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus

dan perseo重狐gan, kelompok, org紬isasi, atau bad紬swasta.

Pasal99

(1) Setiap rapat di DPRD bersぬt terbuka, kecudi rapat tertentu yang

dinyataka皿te虹utup･

(2) Rapat paripuma dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan

secara terbuka.

(3) Sela血rapat DPRD seba如皿ana dim貧ksud pada ayat (2), ｢apat DPRD

dinyatakan terbuぬatau te血血p oleh p血p血紬rapat berdas紬kan

kesepakat紬pese九a rapat･

(4) Setiap rapat DPRD dibuat bchta acara d狐互sal血rapat.



(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib

disampaikan oleh pimpinamapat kepada蘭pinan DPRD, kecuali重apat

te轟utup yang dipimpin langsung oleh Pi皿pinan DPRD.

(6) Pe皿bic紬aan dan keputus弧y組g telah disepakati da上皿rapat te競utup

untuk dirahasiakan, dilar紬g diumumkan atau disampa址an oleh

pese競a rapat kepada pihak lain atau pub虹k.

(7) Setiap or紬g y紬g me皿at･皿endeng叫atau mengetahui pembica重a劃

atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

waj ib merahasiakamya.

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-undangan.

Pasal 100

(I) Hari adalah Hari Kelja.

(2) Wa虹u d紬hah ke垂An怒ota DPRD dapat disesuaikan deng紬agenda

kegiatan DPRD termasuk ha轟Hbur.

Pas血101

(I) Rapat DPRD dilaks紬ak紬di dalam gedung DPRD.

(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD,

pelaksa胸劃rapat DPRD髄1uar gedung DPRD hams memperha心kan

erisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah.

(3) Rapat paripuma hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila

te重jadi kondisi kahar.

Pasal102

(1) Setiap An蕊ota DPRD w却b men如adiri rapat DPRDタsesu租deng孤

tugas dan kewajibamya.

(2) An蟹ota DPRD y孤g皿en如a亜h rapat DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

(3) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat,

wajib diketahui pi皿p血an rapat.
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(4) Setiap peserta rapat wajib dan mentaati ketentuan yang berla血selama

mengikuti rapat.

(5) Rapat dibuka oleh p血pinan rapat apabi重a kouⅢm te量ah tercapa王

berdas紬ka皿kehadir餌secara角sik kecu瓢i ditentukan lain.

(6) Kehad正an secara鯖s遺sebagaim紬a址maksud pada ayat 6 (enam) dapat

juga dilakukan secara Lrfr蝕az/dan’ng (dalam jaringan) dan dinyatakan

sah jika pada keadaa皿te正en巾yaituこ

a. damrat kesehatan masyarakat (misalnya pandemi);

b. bencana a]an atau non-alam;

c･ keadaa皿te轟entu yang ditetapkan oleh陣皿pina皿DPRD.

(7) Tata Cara Pclaks餌aan Rapat Daring sebaga血紬a ayat (7) hams

me皿e皿u址ketentuan yai血

a･ Link und紬g紬Z○○m Mect血g di帥皿oleh Se虹et証at DPRD paling

lambat i (satu) hari kc基ja sebclumnya;

b. peserta wajib masuk ke ruang rapat 15 menit sebelun dimulai;

c･ identitas peserta hams jelas dan sesuai jabat紬;

d. peserta wajib mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikr.fon

saat tidak berbicara,

(8〉　Pengambil紬　Keputus狐　dala皿　rapat dahng di重akukan dengan

mekanisme :

a･ voting secara terbuka;

b･ pon±ng d白t’tai; atau

c･ pemyataan sikap melalui chat.

Pasal103

(1) Rapat parip皿a terdi正atas:

a･ rapat pa重ipuma untuk pengambil弧keputusan; dan

b･ rapat pahp皿a皿tuk pengum皿an.

(2) Rapat pahpuma dapat d血aks紬ak狐atas usul:

a. Wal王Kota;

b･ Hmpin狐瓢at kelengkapan DPRD; atau

c･ Anggota DPRD dengan j皿lah pa虹ng sedikit 1/5 (satu perlima) dari

jumlah An認ota DPRD yang mewa虹1i重ebih dad 1 (satu) Fraksi.

(3) Rapat pa丘puma diselenggarak狐atas undangan Ketua atau Wa虹I

Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan

Musyawarah.
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(4) Rapat paripuma dalan rangka pengambilan keputusan rancangan

Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

Pasal104

(1) Hasil rapat paripuma untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam

bcntuk peratur劃atau keputus狐DPRD,

(2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan

DPRD.

(3) Keputus紬DPRD sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1) d紬keputus紬

pimpin紬DPRD sebagai皿紬a dimaksud pada ayat (2) tidak boleh

be轟ent紬g紬deng紬kepent血g弧umu皿d劃ketentu紬peratur狐

pe重un clang-und ang狐.

Pasal 105

Anggota rapat yang dating terlambat diperkenankan menyampaik紬

pendapat setelah 15 (lima belas)皿enit皿engikuti rapat.

BABV重I暮

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ぬsal106

(1) Peng劃bilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasamya dilakuk紬

dengan cara musyawarah untuk mufckat.

(2) D血am hal cara penga皿b虹an keputus紬sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal1o7

(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusanjika memenuhi kuoⅢm.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat

DPRD yang bcrsiぬt pcngu皿uman.



蹴s粗108

(1) Rapat pa正puma mcmenu出血嘉omm apabila:

a･ d血adi五〇leh p心血g sedi虹t 3/4 (tiga perempat) dad jumlah An蕊ota

DPRD untuk meng劃bH perse巾u紬atas pelaksanaan hak狐gket

dan hak menyatakan pendapat serta untuk menganbil keputusan

mengenai usul pemberhentia皿W血i Kota dan/atau wa貼1 Wali Kota;

b･ dihadi五〇leh paling sed亜t 2/3 (dua pe正ga) dad j皿lah An怒ota

DPRD untuk　皿emberhcnt速an H皿pinan DPRD se血a untuk

menetapka皿Perda da皿APBD; atau

c･ dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah An幾ota DPRD

untuk rapat pahpuma se虹n mpat scbegaim紬a dimaksud dalam

humf a dan hu関でb.

(2) Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

出nyatakan sah apabぬ:

a･ dise叫ui oleh p址ng scd出t 2/3 (dua per tiga) da轟jumlah An籠ota

DPRD yang hadir, untuk rapat sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

huruf a;

b･ dise巾ui oleh leb血da正1/2 (sa血perdua) jumlah Anggota DPRD

yang had正, untuk rapat sebagaimana di皿aksud pada ayat (1) humf

b;atau

c･ dise巾ui dengan su祉a terbanyak, untuk rapat sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (1) hu皿f c.

(3) Apab孤a kuomm sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak te甲enuhi,

rapat ditunda p瓢ing banyak 2 (dua) kali dcngan tcnggang waktu masing-

mas血g tidak lebih dan 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada ak虹r waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga

te岬enu血, pimpinan rapat dapat men皿da rapat pal血g l劃a 3 (tiga) hah

atau sampai waktu yang ditetapk狐oleh badan musyawarah･

(5) Apabila setelah penundaan sebaga王m孤a dimaksud pada ayat (4)

kuoⅢm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi,

te重hadap keten調an sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1) bumf b untuk

menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan

penyclesa王annya址serahk劃kepada Gubemur.

(6) Apabila setelah penundaan sebagai皿ana di皿aksud pada ayat (4),

kuoⅢm sebagaimana血naksud pada ayat (1) belu皿juga terpenuhi,
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terhadap ketentuan sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

pengambilan kepu巾san diserahk紬　kepada Hmpin紬　DPRD d紬

pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan

pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada争yat (6) di重a血k紬dengan

musyaw甜"ah untuk皿uぬkat.

(8) D瓢a皿hal musyawarah untuk muぬkat sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) tidak tercapai, keputusan dianbil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap pcnunda紬rapat, dibuat behta acara penunda紬rapat y劃g

dit紬datangani oleh pi皿p血a皿rapat･

Pasal 109

Setiap keputus狐でapat DPRD, balk berdasarkan musyawarah untuk

muねkat maupun berdasark紬suara terb狐yak,皿empakan kesepakatan

untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan

keputu sam.

BAB工X

pEMBERHENT払N AN皿R wAKTu, pENGGANT重AN AN船R wAKTu,

PEMBERHENTIAN, PERSYARATAN DAN VERIFIRASI

Bagian Kesatu

Pembe丁henti紬Antar waktu

Pasa｣110

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

a･ meninggal dunia;

b. mengundurkan did; atau

c, diberhentikan.

(2) Mengundurk紬dih sebaga王ma皿a dimaksud pada ayat (I) humf b

dit紬dai dengan surat pengundur餌di正dari yang bersangkutan, mulai

berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri

atau terhitung s句ak tanggal y狐g血persyara膝皿dalam ke亡entuan

peraturan pemndang-undang紬.



(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebaga血am dimaksud pada

ayat (1) hu｢ufcjika:

a･也dak dapat melaks紬ak紬　tugas secara berkela可ut紬　atau

berhal紬g紬tetap sebagai An縫ota DPRD selama 3 (tiga) bul紬

be正umt-tumt tanpa keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;

c･ d血yatakan bers心血berdasa重kan putus劃pcngadil孤y劃g tel血

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripuma dan rapat alat kelengkapan DPRD

yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali

berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partal politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan

p e｢undang-undangan ;

f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai

deng狐　ketentuan peraturan pemndang-undangan　血engenai

pemilihan umum;

g･ Melanggar ketentuan lar紬gan sebagaimana diatur da量a皿peraturan

pemndang- und劃gan ;

h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan

ketcntu紬peraturan peⅢnd紬g-und狐gan; atau

i. Menjadi anggota partai p｡litik lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) humf b, hu調f c, bumf f, atau

humfg.

Pasal111

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalan Pasal I 10 ayat

(1) hurufa dan hu皿でb se轟a争yat (3) humfc, hu則fe, hu調fh, dan hu｢uf i

diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan

tembus紬kepada Gubemur sebagai Wa虹1 Peme轟ntah Pusat.



Pas粗112

(1) Paling l劃a　7 (巾uh) Hah te｢hitung s匂ak dite正m紬ya usul

pemberhenti孤sebagai皿紬a di皿aksud dalam Pasal 1 1 1, Hmpin紬

DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada

gubemur sebagai wa貼1 Pe皿ehntah msat melalui wali kota untuk

memperoleh peresmia皿pe皿berhcntian.

(2) Apabila setelah 7 (叫uh) Hah剛mp血紬DPRD tidak men即sulkan

pemberhentian　紬認ota DPRD kepada　糾bemur sebagai wa団

Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian

劃務ota DPRD kepada gubemur sebagai wa虹1 Pemerintah恥sat mclalui

wali kota.

(3) Paling lama　7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul

pemberhenti紬sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wali kota menyampaikan usul

pemberhentian tersebut kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah

Pusat.

(4) Dalam hal f珊pinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota

DPRD sebaga王皿劃a dimaksud pada ayat (1) dan se血eta正s DPRD tidak

melapo｢k狐　proses pemberhenti狐　紬裳ota DPRD sebaga心細a

dimaksud pada ayat (2) , wali kota皿enya皿paikan usul狐pemberhenti弧

kepada gubemur sebagai wa瞳1 Pemehntah恥sat.

(5) Apabila setelah 7 (巾uh) Hah w址kota tidak meny劃paikan usul

pemberhentia皿狐ggota DPRD scbagaim孤a dimaksud pada ayat (3),

Pimpin紬DPRD l狐gsung meny劃paikan usul pemberhe血i紬an饗ota

DPRD kepada gubemur sebaga王wa虹1 Pe血er血tah msat.

Pasal113

(1) Gubemur sebagai Wa珊Pemehntah Pusat menerbitk劃keputusan

pemberhcntian an製ota DPRD paling l劃a 14 (e皿pat belas) hari

terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari

Wali Kota atau Pimpinan DPRD.

(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak

tanggal ditetapkan oleh Gubemur sebagai Wakil Pemerintah msat atau

Menteri･ kecu血i untuk peresmi紬　pemberhentian　紬蕗ota DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 10 ayat (3) huruf c mulai berlaku
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terhitung sejak tanggal putusan pengadflan memperoleh kekuatan

hukum tetap･

Pasd114

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota

DPRD scbagaima皿a dimaksud dalam Pasal I 12 be重laku se∽ra mutatis

mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggotaL DPRD

yang d血yataka皿bersalah melakukan t血dak pidana berdas紬kan

putusan pengadil紬yang telah berkekuatan hukum tetap･

(2) Gubemur memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak

terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

Gubemur belum menehma usul紬pemberhentian an認ota DPRD.

(3) Apabila dalan jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak

tcrbitnya putusan pcngadilan yang telah berke血at餌hu血m tetap

gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan

pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota

DPRD.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak

terbitnya putus孤penga珊餌yang telah berkekuatan hu山m tetap

gubemur sebagai wa珊　Pcmehntah　恥sat be宣um memberhendk弧

anggota DPRD sebagaim狐a dimaksud pada ayat (1), Mente丘

me皿berhentikan anggota DPRD.

Pasal115

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partal politik

tidak mengusu此an pemberhentiamya kepada剛mpinan DPRD, dalam waktu

paling lama 7 (巾uh) h紺i terhitung s匂ak y劃g bersangkutan mengajuk紬

pengundur紬d正nya sebagai an蕊ota DPRD,鵬mp血an DPRD menemsk紬

usul pemberhentian　劃認ota DPRD kepada Gubemur sebagai Wakil

Peme正ntah Pusat me看alui Wa虹　Kota untuk mempero宣eh peresmi餌

pembe rhentian.



Pasal116

(1) Pemberhentian antarvaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal I 10 ayat (3) bumf a, hu皿でb, humfd, hum埠d紬huⅢfg,

dilakuk劃sesuai dengan Undang-皿d紬g mengenai pemerintah紬

daerah.

(2) Gubemur sebagai Wa則Pemehnt血恥sat meresmikan pemberhentian

anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14

(empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan

kehomatan DPRD atau keputusan pimpman partal politik tentang

pemberhentian anggotanya d紬i Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengg紬tian Antarwaktu

Pasal117

(1) An蕊ota DPRD y劃g berhenti紬tarwaktu sebagaim紬a dim貧ksud dalam

Pasal 1 10 ayat (i) dig紬tik紬oleh calon An綬ota DPRD y紬g memperolch

suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan

suara dari partal politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon An盤ota DPRD yang memperoleh suara terbanyak

urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengundurkan

diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dig紬tikan oleh ca○○n An認ota DPRD y紬g memperoleh sua重a terb紬yak

urutan berikutnya dari partai politik yang sana pada daerah pemilihan

yang sama･

(3) Dalam hal terdapat masalah kepen糾ms劃ganda partai politik, usulan

calon Anggota DPRD yang ditindaklanjud adala血kepengurusan partai

potitik yang sudah mcmperoleh pu巾san mahkamah partai atau sebut紬

la血sesuai deng紬ketentu紬peratur狐pemnd狐g-und劃g紬tent狐g

partai politik.

(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau

sebutan lain sebagaimam dimaksud pada ayat (3) , kepengurusan partai

poli仕k竜ngkat pusat yang dapat mengusulkan pen綬antian mempak紬

kepen卸町san yang sudah memperoleh putusan penga地肌yang tel血
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memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal118

(1)耽mpin紬　DPRD menya皿paik劃　n狐貧　an綬ota DPRD y紬g

diberhentikan ant-aktu dan meminta nana calon pengganti

紬ta重waktu kepada Komisi Pemilih紬Um皿yang ditembusk劃kepada

Komisi Pemi重ihan Umum Rcpublik工ndonesia.

(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan

Umum kepada Pimpinan DPRD paHng lambat 5 (lima) Hari terhitung

sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

(3) Paling lambat 7 (t可uh) Ha正terhitung s匂ak menehma mama cal｡n

pen採anti antarwaktu dari Komisi Pe加工ih紬Umum sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (2),陣皿p心細DPRD menyampajk狐nama紬籠ota

DPRD y紬g diberhentikan d狐nama calon pcn箆anti antaⅣa虹u kepada

gubemur sebagai wa瞳1 Pemehntah msat melalui wali kota.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima mama anggota

DPRD y紬g diberhent膿a皿dan n劃a c血on pen籠紬ti紬tanraktu, wali

kota meny紬pa王k劃nama紬籠ota DPRD yang dibcrhentikan dan mama

calon pengg狐ti antarwaktu kepada gubemur sebagai wa虹1 Pcmehntah

恥sat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nana

anggota DPRD yang diberhentikan dan nana calon pengganti

antarwaktu da正wali kota, gubcmur sebagai wa出土Pemerintah Pusat

皿eresmikan pemberhentian da皿pengangkata血ya deng孤keputus紬

gubemur sebagai waH Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal wali kota tidak menyampaikan pen蕊antian antarwaktu

kepada gubemur sebagal warn Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), gubemur sebagal wakil Pemerintah Pusat

me丁esmikan penggantian antarⅣaktu anggota DPRD berdas紬kan

pemberitahuan dah曲mpin劃DPRD.

Pasal119

(1) An認ota DPRD pen筏anti紬tarwak巾　me可adi an謎ota pada alat

kelengkapa皿An認ota DPRD y狐g dig狐t批amya･
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(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa

masa jabatan Anggota DPRD y紬g dig劃tikannya.

(3) Penggantian紬tarwa虻u Anggota DPRD tidak dilaksanak劃apabila sisa

masa jabatan An認ota DPRD y紬g diga血k紬kur紬g dan 6 (enam)

bulan.

Pasal120

(1) Calon Anggota DPRT) pengganti antarvaktu harus memenuhi

persy虹atan sebagaimam persyarat狐bak瓢calon An籠ota DPRD sesuai

dengan Undang-undang mengenai pemil血an umum.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagainana dimaksud pada ayat (1),

partai politik pengus皿g c孤on An蕊ota DPRD pen縫a皿寄antarwaktu

tidak dalam sengketa partal politik.

(3) Pemenuhan p�'7��&�F���6V&�v�蒙����F蒙�ｷ7VB���F�����B����F������@

(2) dibuktikan dengan melamp血kan kelengkapan administratif

sebagai皿狐a kelengkapan admi血stratif bakal calon An蕊ota DPRD

sesuai denganund劃g-皿dang　皿engenai pemilihan umum din

mel紬pirkan :

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah

partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;

b･ surat usul狐pemberhen缶an An箆ota DPRD da重i pimpinan partai

poli心k dise血ai denga皿　doku皿en pendukung sesuai dengan

ketentuan peratⅧ劃pe関ndang-und劃gan dan ketentua皿紬縫aran

dasar dan anggaran runah tangga partal politik;

c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum

y紬g髄Iegalis五〇leh Ko皿isi Pem虹血劃U皿u皿; dan

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang

mengusulk狐　pengg狐ti狐　劃ta丁wa虹u An認ota DPRD yang

dilegalisir oleh Ko皿isi Pemil血an Umum.

(4) Kelengkapan adminis血a調pen綬antian狐ta重waktu An繁ota DPRD

dive轟最kasi oleh unit ke重ja di皿asing-mas血g le皿baga/insta皿si sesua王

kewenangannya.



Pasal121

( 1) Anggota DPRD pengganti ant-aktu sebelum memangku jabatamya,

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pinpinan DPRD dalam

rapat pa正puma.

(2) Pen糾cap狐sump血/ja垂sebagai m狐a髄maksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak

ditc正m劃ya keputus狐peresmi狐peng餌gkat紬sebagai An製ota

DPRD.

(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti

antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal122

Anggota DPRD diberhentikan sementa∫a karena:

a･ mc再adi terdakwa dalam pe重kara心ndak pid紬a umum yang dianc紬

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

b. menjadi terdakwa dalan perkara tindak pidana khusus.

Pas粗123

(I) Pemberhentian se皿entara an綬ota DPRD sebagaimana di皿aksud dalam

Pasal 122 diusulk劃oleh陣mpinan DPRD kepada印bemur sebagai

wakil Pemehntah msat melalui wa止kota.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan

sebagai terdakwa sebagaim狐a dimaksud dal劃Pasal 122 Pimpinan

DPRD tidak mengusu此紬pemberhentia皿sement紺a, sc虹etaris DPRD

melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada wali kota.

(3) Wali kota berdasarkan lapor狐se血etahs DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) men軸ukan usul pemberhenti紬sementara an幾ot貧DPRD

kepada gubemur sebagai wa皿Peme瓦ntah msat.

(4) Gubemur sebaga王wakH Pe皿er血tah恥sat memberhe皿tikan sementara

sebaga上組怒ota DPRD atas usul wa虹kota sebaga王m劃a di皿aksud pada

ayat (1) d紬ayat (3).
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(5) Dalam hal wali kota tidck mengusulkan pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubemur sebagai

wam Peme轟ntah恥sat memberhentik紬sement紬a an認ota DPRD

berdasark紬re由ster perkara pengadilan nege正.

(6) Pemberhentian sementara sebagajmana dimaksud pada ayat (4) dan ayat

(5) mulai berla血terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan

sebagai terdakwa.

Pasal 124

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentik狐sement祉a berkedudukan

sebagai Pimpin紬DPRD, pemberhenti紬semcntara sebagai An鶉ota

DPRD diikuti dengan pemberhenti紬sementara sebagai陣mpin紬

DPRD.

(2) Dalam h瓢Pimpin紬DPRD diberhentik紬se皿entara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang

diberhentik紬sementara mengusulkan kepada陣mpinan DPRD salah

seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk

melaksanak紬tugas pimpinan DPRD yang diberhentik紬sementara.

Pasal 125

(1) Dalam h瓢　Anggota DPRD　髄nyatak劃　terbu虹i bers血ah karena

皿elakuk劃tindak pidana sebagaimana dimaksud dala皿Pasal 121

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolch kekuatan

hukum tetap, Anggota DPRD y紬g bers紬g血t紬diberhent址an sebaga王

Anggota DPRD.

(2) Pemberhenti紬An蕗ota DPRD sebagaim劃a di皿aksud pada ayat (1)

dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lana 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum

tetap.

(3) Dal劃hal setelah 7 (叫uh) hah sebagaim狐a dimaksud pada ayat (2)

pimpman partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota

DPRD,陣mpinan DPRD mengusuⅢa皿pemberhentian An縫ota DPRD

kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partal

politiknya.
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(4) Gubemur sebagai Wakil Pemerintah恥sat memberhentikan anggota

DPRD atas usul印mpinan DPRD.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku

terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan

hukum tetap.

(6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbu虻i melakuk紬tindak

pid紬a sebaga王m劃a dimaksud d瓢am Pasal 12 1 berdasark孤putus紬

pengadilan y劃g telah memperoleh kekuat紬hukum tetap, An蕗ota

DPRD y紬g bersangkut紬di軸ka皿kcmb血i apabila masa jabatannya

belum berakh止.

BABX

FRAKSI

Pasal126

(1) Fraksi DPRD dibentuk paling宣ama 1 (satu) bul狐setelah pel紬tikan

Anggota DPRD.

(2) Setiap An蹄ota DPRD hams皿e巾adi an籠ota salah sa巾Fraksi.

(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama denganjumlah

Komisi di DPRD,

(4) Parta王politik y紬g jumlah an務otanya di DPRD mencapai ketentuan

sebaga上皿紬a dimak8ud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1

(satu) Fraksi.

(5) Partai po皿k hams mendudukkan selu則h調製otanya dalam 1 (satu)

Fraksi yang sa皿a.

(6) Partai politik y狐g ju皿lah a皿ggot紬ya di DPRD tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat

bergabung deng狐Fraksi yang盆da atau membentuk paling b紬yak 2

(dua) Fraksi gabung狐.

(7) Pembentukm Fraksi dilapork劃　kepada　剛mp血an DPRD untuk

血umumkan dala皿rapat p釘ipuma･

(8) Pe垂ndah劃ke狐幾otaan dala皿Fraksi gabung狐dapat dilakukan

pal血g singkat 2 (dua) tahu皿6 (cnam) bu宣an dengan ketentuan Fraksi

gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.



(9) Dalam menempa此紬狐髭ot劃ya pada瓢at kelengkapan DPRD, Fraksi

mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan

beban kerja anggotanya.

Pasal127

(1) DPRD Kota Sibolga membentuk 4 (empat) fraksi yaitu :

a. Fraksi Nasdem

b. Fraksi Golkar

c. Fra瓦si Ge轟ndra

d. Fraksi Sibolga Bersatu

(2) Dalam hal pembentukan dan penempatan anggota fraksi gabungan

ditentukan dalam musyawarah dan mufckat.

Pasal 128

(1) Dala皿hal jumlah an縫ota Fraksi lebih dari 3 (tiga) or狐g, pimpinan

Fraksi terdiri atas Ketua, wakil Ketua, dan sekretaris yang dipilih dari

dan oleh anggota Fraksi.

(2) D粗am h瓢ju皿lah紬蟹ota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimp血an Fraksi

terd壷atas Ketua d紬Se虹ctahs y劃g dipil血da轟dan oleh紬ggota

Fraksi.

(3)曲mpinan Fraksi y紬g telah terbentuk sebagai皿am dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) d遭aporka皿kepada H皿p血an DPRD untuk diu皿umkan

dal劃rapat paripuma.

Pasal 129

(1) Fraksi mempunyai se血eta正at.

(2) Se虹eta正at Fraksi mempunya土　tugas membantu kelancaran

pclaksanaan tugas F｢aksi.

(3) Se血eta元at DPRD menyediakan s紬ana, an鑑甜an, dan tenaga ah血guna

kclancaran pelaks弧aan tugas Fraksi sesuai deng孤kebutuhan dan

dengan memperhatikan kemampu狐APBD.



Pas瓢130

(I) Sctiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

(2) Tenaga ahli Fraksi paling sed地t皿emenuhi persyaratan:

a･ berpe皿didikan paling rendah strata satu (Sl) deng紬pengalam紬

keヰa pa虹ng s血gkat 3 (tiga) tahun;

b･ menguasai bid紬g pcmehntah狐; dan

c. menguasai tugas dan f皿gsi DPRD.

Pasal 131

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinelja tahunan yang memuat:

a･ Pand紬g劃atau s址ap F重aksi terhadap selumh ke坤ak紬y紬g

diambil terkait pelaksanaan　請ngsi pembentukan Perda,

pengawasan, d弧anggara皿; dan

b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belun,

sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

(2) Lapor紬k血e重ja Fraksi sebagaim劃a dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

BABX量

KODE ETIK

Pasal132

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota

DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,

kehormat紬, citra, dan虹edibilitas DPRD,

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Pera亡uran DPRD tent餌g Kode Et出y狐g paling sedikit

memuat ketentuan:

a･ ketaatan d址a皿melaks狐ak狐sumpah/ja垂i;

b･ sikap dan pe血aku anggota DPRD;

c･ tata ke重ja Anggota DPRD;

d･ tata hubunga皿ant紬penyclengga工a pcmerintahan daerah;

e･ tata hubungan ant紬Anggota DPRD;

f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
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g･ penya皿paian pendapat, t紬裳apan, jawab劃, d紬s狐務ahan;

h. kewajiban Anggota DPRD;

i･ 1arangan bagi Anggota DPRD;

j･ hal-ha工y紬g心dak patut d虹akukan oleh Anggota DP尺D;

k･ sanksi dan mekanisme pe垂atuh紬sanksi; din

1. ｢ehabilitasi.

BABX重I

KUN↓uNGAN KER↓A, pENIN↓AUAN DAN KONsuL船sl

Bagian Kesatu

Kunjungan Kelja

Pas瓢133

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRT) sebagaimana

dimaksud pada pasal 23,陣皿pinan DPRD d紬An籠ota DPRD dapat

皿clakuk孤ku垂ungan ke重ja didal劃daerah, dilua丁daerah d紬keluar

negeri.

(2) Ku可ung劃　ke重ja d組aks紬akan berdasark狐　kebutuh紬　d紬

kepentingan pelaks紬aan tugas,血ngsi da皿wewenang DPRD･

(3) Untuk keperluan ku垂ung紬ke重ja, Sekretaris DPRD menyediak紬

sarana dan fasilitas dan pendanping yang ditunjuk.

(4) Ku可ung紬ke重ja keluar negeh haⅢs deng劃perse叫u紬p血pin狐

DPRD dan wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubemur sebagai wakil

Peme轟ntah恥sat.

(5) Ku垂ung紬ke重ja disusun d血am kclompok y紬g te｢di正dah bebe｢apa

atau seluⅢh anggota DPRD dan bcrkewajiban menyampaikan laporan

secara te正u止s kcpada pi皿pinan DPRD sel皿bat-lambatnya 14 (empat

belas) hari setelah kunjung狐ke重ja tersebut selesai.

(6) Kunjungan kelja dan tata cara pelaksanaamya ditetapkan dalam

keputus紬pi皿pinan DPRD.

(7) Biaya kunjungan kerja ditampung pada anggaran Sekretariat DPRD

yang berpedoman kcpada keten血an y劃g berlaku.

(8) Tindak lanjut hasil kunjungan kerja dilaporkan dalam rapat paripuma

DPRD.
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(9) Dalam hal melaksanakan tugas pimpinan dan Anggota DPRD

diperbolehkan melanjutkannya perjalanan dinas, dan apabila perjalanan

dinas berketepat狐pada ha轟pelaksana孤tugas maka剛mpinan dan

An認ota DPRD ddak mcndapatkan uang hah紬.

(10) Dalam hal acara-aca重a tertentu, pimpin劃d紬an箆ota DPRD dapat

memakai pakaian daerah dilengkapi atribut DPRD.

(1 1) Dalam hal pemakalan pakaian daerah di siapkan oleh Sekretariat DPRD.

(12) Dal劃hal acara-ac狐a sela血yang tel血diatur sebaga王mana dimaksud

pada ayat (1 1), pimpin劃d紬孤蕗ota DPRD dapat皿emaka王paka王紬

bebas dan rapi serta sesuai dcngan etika dilengkapi atribut DPRD.

(13) Dalam hal rapat-rapat DPRD tidak diperken孤k餌memakai pakaian

seperti baju kaos dan sendal jepit.

Ba蜜an Kedua

Peni可au狐

Pasal134

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana

dimaksud pada pasal 23･ p血pin狐DPRD d狐弧ggota DPRD dapat

melakukan peninjauan dalan daerah.

(2) Peninjauan dilaksanakan sesuai dengan kedudukan, kepentingamya

d弧atas persct可uan pimp血a皿DPRD.

(3) Untuk keperlu紬pen坤au劃DPRD, Se血etahs Dew紬menyediak紬

saranaぬ.siHtas dan penda皿p血g yang dihu可uk oleh Se血eta正s Dewan.

(4) Peninjauan disusun dalam kelompok yang terdiri dari beberapa anggota

DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporamya secara tertulis

kepada pimpinan DPRD selambat-1ambatnya 7 (叫uh) ha血setelah

selesai peni両auan.

(5) Tata ca重a pe宣aks紬aan pen垂au紬sebagaim紬a dimaksud pada ayat ( 1),

diatur lebih lanjut dalam keputusan pimpinan DPRD.

(6) Biaya peninjauan ditampung pada anggaran Sekretariat DPRD yang

berpedoman kepada keten血an yang berlaku･



Bagian Ketiga

Ko nsultasi

Pasal135

(1) DPRDぬpat melakukan konsultasi kepada satu劃pemerintahan secara

bcエゴe可紬g.

(2) Konsultasi sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan untuk

皿eningkatkan虹ne亘a pelaksana孤tugas dan wewena皿g DPRD.

Pasal136

(I) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD kepada gube皿ur sebagai wakil Pemerintah Pusat

sebelu皿ditetapk弧.

(2) Pera血ran DPRD tent紬g Ta屯Te虹ib DPRD dapat memuat match nilai

kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

pe｢atur紬pemnd劃g undangan.

BABXII暮

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal137

(1) Pi皿pin紬DPRD,粗at kclengkapan DPRD, An潔ota DPRD atau Fraksi di

DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti

pengaduan dan asp重rasi masy釘akat sesuai denga皿tugas,血ngsi dan

wewenang DPRD.

(2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkalt, atau Fraksi di

DPRD dapat meninda粗a垂u瞳pengaduan d狐aspirasi masy紬akat

sesuai kewe皿angamya.

(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi

masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang

terkait, atau Fraksi.

(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat

ditinda地a可uti denga皿:

a･ rapat dcngar pendapat皿u皿;

b･ rapat dengar pendapat;
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c. kunjungan kelja; atau

d･ rapat ke事ja alat kelengkapan DPRD deng紬亜t｢a keヰa.

(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan

sesuai deng狐kctentuan peraturan peⅢnda皿g-undangan･

BABXIV

LARANGAN DAN SANKS重

Pas血138

(1) An籠ota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;

b･ Ha出血pada badan perad櫨an; atau

c･ Pegawai Nege正Sipil, anggota Tentara Nasion確工ndoncsia/Kepolisian

Negara Republik Indonesia, pengums pada Badan Usaha Milik

Negara dan/atau Badan Usaha M班k Daerah, pengums pada

Perusahaan Daerah atau badan lain yang anggaramya bersumber

dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural

pada lembaga pendidkan swasta, akunt紬si pu皿k, konsult紬, advokat

atau pengacara, nota轟s, dan pekeヰaan lain yang ada hubungamya

dengan tugas d紬wewen紬g DPRD se止a hak sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta

d組arang mene轟ma grati蝕【asi,



BABXV

MEKANISME PEMILIHAN WALI KOTA DAN ATAU WAKIL WALI KOTA

DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN

LEBIH DARI 18 (DELAPAN BELAS) BULAN

Ba由狐Kesatu

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilih紬

Para親-af 1

Panitia Pemilihan

Pasal 139

(1) An務ota panitia pemi脆han dipilih oleh an認ota DPRD melalui rapat

paripuma DPRD sebanyak dah jumlah fraksi yang ada dan 1 (satu)

or弧g da正Pimpinan.

(2) Sekretahs panitia pcmil血紬dibantu o霊eh se虹eta正at DPRD.

Pa重agraf 2

皿gas dan Wewcn劃g

Pasal 140

Tugas dan wewen孤g pani亀a Pe皿iⅢi狐dala皿Pemil血紬Wa止Kota dan wak止

Wa重i Kota meliputi:

a･ merencanak狐program dan孤ggaran;

b･ merencanaka皿dan menetapkan jadwal Pemilihan W血i Kota dan wa皿

Wali Kota;

c･　menyusun dan menc屯pkan tata ke重ja d瓢am pemilih紬wali Kota dan

wa瞳1 Wali Kota dengan memperhatikan pedoman pera巾ran pemndang-

undang紬y紬g mcnyangkut tentang Pemilihan Wali Kota d弧wakil Wali

Kota;



Bagian Kedua

Tata Cara Pemilih紬dan Perlengkapan Pemi量ihan

PaTagraf 1

Tata Cara Pemi重ihan

Pas瓢141

(1) Pimpinan DPRD wajib meny町ati partai politik atau gabungan partai

politik pengusung untuk men糾sulkan 2 (dua) mama calon Wali Kota din

atau wakil Wali Kota untuk dipilih.

(2) Pelaksanaan pemilihan pemungutan suara calon Wali Kota dan atau

wa瞳1 Wa虹Kota d孤akuk紬da重am rapat pahpuma;

(3) Rapat pahpuma sebagaim紬a dimaksud pada ayat (2) dilaks紬ak紬

secara terbuka;

(4) An鍵ota DPRD y劃g men如ad正rapat pemilih弧pcmungutan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengisi tanda bukti

kehadir狐rapat.

(5) Rapat dibuka oleh p血pin紬rapat apabila kouⅢm telah tercapai

berdasarkan kehadiran secara飼sik.

(6) Anggota DPRD y狐g had止apabila ak紬men正鵠alkan Ⅲ紬g紬rapat,

wajib diketahui pimpinan rapat.

(7) Setiap peserta rapat wajib dan mentaati ketentuan yang berlaku selama

mengikuti rapat.

(8) dihadi五〇leh重ebih dari 1/2 (sa巾per dua) ju皿lah An裳ota DPRD.

Pasal 142

(1) Pemungutan sua重a dilakuk紬dcng紬member並an suara皿elalui surat

suara y孤g be正si nomor,ねto dan mama c九〇n.

(2) Menc○blos salah satu pada t狐da nomor atau mama atauめto calon pada

surat suara.

(3) Pemberian suara sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara tertutup.

(4) Sebelum　皿elaksanakan pe皿ungutan su紬a, panitia pemil血紬

melakukan kegiatan :

a. pembukaan kotak suara;

b･ pengelu狐紬selumh isi ko亡ak su狐a;
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c･ pen如正ungan jumlah setiap jenis doku皿en dan peralatan;

d. kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon;

e･ kegiatan p紬itia, dibuatkan be轟ta acara yang ditandatangani oleh

Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta

dapat dit紬datangani ○○eh saksi dah calon;

f. panitia memberikan penjelasan mengenai tatacara pemungutan

Suara;

g･ pe血Ii血dibe轟kcsempat劃oleh panitia berdasarkan prinsip uⅢtan

kehad正調pcmil血;

h･ b遭a surat suara msak, pe皿i虹h dapat mem血ta surat suara pen幾anti

kepada p紬itia, kemudian p劃itia membe正kan surat suara pen籠anti

h紬ya satu kali;

i･ bila terdapat leb血dari 1 (satu) tanda coblos dala皿1 (satu) surat

suara dinyatakan tidak sah.

(5) Suara untuk pe血uhan dinyatckan sah apab組a:

a･ su重at sua｢a dit紬datanga正oleh Ketua panitia; dan

b･ tanda c○b○○s hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang

memuat satu calon; atau

c･ tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nana calon yang telah ditentukan; atau

d･ t紬da c○blos lebih da正satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak

segi empat yang memuat nomor, toto, dan nana calon; atau

e･ t孤da coblos terdapat pada sa重ねsa巾gahs kotak segi empat yang

皿cmuat nomor,めto, dan n劃a c瓢on.

(6) Penghitungan suara dilakuk紬　oleh panitia pemi重ihan sctelah

pemungutan sua重a bera皿ir.

(7) Sebelum penghitungan suara dimula王, p紬itia pemi皿紬menghitung:

a･ jumlah pemil血yang membe轟kan suara;

b, jumlah surat su狐a yang tidak te町akai; dan

c. jumlah surat suara karena msak.

(8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri

dan disaksik劃oleh saksi皿as血g-皿asing calon;

(9) Saksi calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat

da重i calon yang bersangkutan dan menyerahkamya kepada Ketua

panitia.



(10) P紬itia　皿embuat behta aca重a has遭　pen如itung紬　suara yang

ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

an籠ota panitia sena dapat ditandatang劃i oleh saksi calon.

(1 1) Panida membe五k孤salin紬Be心ta Acara has組penghitung紬suara

kepada masing-masing saksi calon y紬g hadir sebanyak 1 (satu)

eksempl紬　dan menempe膿劃1 (satu) ekscmp血　ser舶kat hasil

penghitung劃suara di tempat umu皿.

(12) Berita ac紬a bese轟a kclengkapamya, d血asukk紬dalam s劃pul

khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang

pada bagi狐luar ditempel label atau segel･

(13) P紬itia menyerahk紬berita ac狐a hasil pengmtungan suara, surat

suara, dan alat kelengkapan admi皿istrasi pemungut狐　dan

penghitungan suara kepada Pimpinan DPRD di dalan rapat paripuma

untuk pengesah紬dan penetap紬hasil pemungutan suara.

ParagraJ 2

Perlengkap狐Pemi量ihan

Pasal 143

(1) Perlengkapan pe皿unguta皿su狐a terdi止atas:

a. kotak suara;

b. surat suara;

c･ bil址pemungutan suara;

d. segel;

e. alat untuk mencoblos surat suara berupa paku; dan

青　te皿pat pemungutan suara di Gedung DPRD KoぬSibolga atau

ditentuka皿ke皿u血an olch蘭p血弧DPRD.

(2) Selain perlcngkapan pemun糾tan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga

keaman狐, kcrahasiaan, d狐kelancaran pelaksana狐pemun即tan

suara dan penghitungan sua重a.



Bagian Ketiga

Persyaratan calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

∞suai Ketentuan Pcmndang-und紬gan

Paragraf 1

Persyaratan Calon

Pasal 144

(1) Calon Wali Kota d弧atau Ca工on wa貼1 Wali Kota hams memenuhi

persyarat狐scbagai behkut:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b･ setia kepada Pan∽sila･ Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945, cita-cita　打o軸劃asi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, dan Neg紺a Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;

d･ be皿sia minim血25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon W瓢i Kota

dan atau Calon Wakil Wali Kota pada saat pelaksanaan pemilihan;

e･ sehat secara jasmani dan rohani se正a bebas da正penyalah即naan

narkotika berdasarkan basil pemchksaan kesehatan menyeluⅢh

dari t血pemeriksaan kesehatan pada Rumah Sakit Peme正ntah

Daerah yang dihunjuk oleh Panitia Pemilihan;

f･ tidak pemah diうatuhi tindaka皿pid紬a karena melakukan tindak紬

pid狐a dan tidak pemah坤atuhi pidana penjara berdasarkan

putusan peng測光1an yang telah皿empero宣eh kekuatan hukum tetap

karena mclakukan t血da止pid劃a yang diancam dcngan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah

selesai menjalani pidana lebih dari　5 (lima) tahun dan

mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa

dirinya pemah me垂adi te甲idana se正a tidak akan mengulang tindak

pidananya ;

g･ tidak sedang dicabut hak pⅢ血ya berdas虹kan putus紬pengadilan

yang telah me血punyai kekuatan hukm tetap;

h･ tidak pemah melakuk弧perbuatan tercela y狐g血bukt址an dengan

surat keter弧gan catat劃keponsi紬;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
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j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hu血m y紬g me巾adi tan幾皿gjawabnya

yang mcmgikan keu狐gan negara;

k･ tidak sed紬g dinyatak紬pa亜berdasarkan putus紬pengadilan y紬g

telah memp皿ya王kekuatan hukum tetap;

1. mem班ki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak

phbadi;

m. belum pemah menjabat sebagai Wall Kota dan atau Wakil Wali Kota

selama 2 (dua) k証masajabatan da重a皿jabatan yang s紬a;

n. belum pemah menjabat sebagai Wali Kota selama 2 (dua) kali masa

jabatan untuk mencalon sebagai Calon Wa蛸Wa重i Kota pada daer血

yan8 S劃a;

〇･ tidak be丁status sebagai Gubemur/Wa団Gubemur, Bupati/Wa鮒

Bupati atauwali Kota/Wa蛙1 Wali Ko自da正daerah lain;

p･ bcrhenti daTi jabata皿nya sebagai Gubemur/Wa血1 Gubemur,

Bupati/Wakil Bupa缶　at餌　Wali Kota/Wa珊　W瓢i Kota yang

mencalonk紬diri;

q･ menyataka皿secara te正ulis pengunduran亜轟sebagai紬箆ota Dew紬

Pervakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota

Dewan Perwa血lan Rakyat Daerch sejak ditetapkan sebagai calon

yang dibuktikan deng狐be轟ta acara dad inst紬si terkait;

r. bagi calon Wali Kota menyanpaikan visi dan misl program strategis;

s･ melampirkan Ka虹u T劃da Penduduk (KTP-el), Ka巾u Ke重uarga dan

Da紅ar Riwayat Hidup;

t･ mengikuti亀t and proper test;

(2) Bagi Apara血｢ Sip血Ncg虹a (ASN), Anggota Tentara Nasional重ndonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisa轟s,

Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara,

Bad紬Usaha MⅡ址Daerah, Bad狐Usaha M址k Desa atau badan lam

yang an饗arannya bersumber da正kcu劃gan negara wajib melampirk弧

surat pengunduran diri dan pemberhentian dad inst餌si y紬g

bers紬gkutan.

Pasal 145

(1) Dalam hal Wali Kota dan atau wakil Wali Kota secara bersama_sama

tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, pemintaan
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sendiri dan diberhentikan, dila血kan pengisian jabatan melalui

mekanisme pemilihan oleh DPRD.

(2) Wali Kota tidak punya hak untuk menginteⅣensi d紬menolak cal｡n

Wakil Wali Kota yang diajukan oleh partai politik maupun gabungan

parta上poHtik pengus皿g･

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih

memiliki kursi di Dewan Perva虹lan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua)

pasangan calon atau 2 (dua) mama calon Wall Kota atau Wakil Wali Kota

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.

(4) Dalan mengajukan calon Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota partal

p○○itik dan gabungan partai po皿k pen印sung be重scpakat men軸uk紬

2 (dua) nana y劃g s紬a sec甜a te血脆s pa虹ng lama 30 (tiga pu重uh) hah

sejak tanggal dikeluarkamya surat Pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal Parta王Po重itik atau gabungan Partai Politik pen糾sung tidak

memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan

pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka Partal Politik atau

gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh

persen) da瓦ju皿lah kursi.

(6) Dewan Pervakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan

scbaga上mana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), berdasarkan

per○○ehan su狐a terb劃yak･

(7) Dewan Pervakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan

kepada Menteh mel瓢ui Gubcmur sebagai wa虹1 Peme正ntah Pusat.

(8) Dalam hal sisa masa jabatan kurang da正18 (dclap紬belas) bulan,

Menteh D血a皿Nege轟皿enetapk紬pe可abat Wa重i Kota dan Wa虹重Wali

Kota.

Paragraf 2

Penyampaian Ke重engkap狐Do血men Pcrsyarat餌Sesuai Ketentuan

Peratur紬PcⅢndang- Undangan

Pasal 146

(1) Penda虹aran pasang狐Ca○○n W弧i Kota dan C粗on wakil Wali Kota

disenai dengan pcnya皿pai弧kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Doku皿en persy紬at紬sebagai血劃a dimaksud pada ayat (1) me重iputi:

80



a･ surat pemyata紬yang dibuat dan ditandat狐gani oleh c瓢on sendiri,

sebagai bukti pemcnuh孤sy狐at calon;

b･ surat keter紬g紬hasil pemehksaan ke皿ampuan secara jasmani,

rohani, d紬bebas penyal血g皿a紬n紬kotika dan tim y紬g terd前

dari dokter, ahli psikologi;

c･也dak pemah sebagai te吋idana berdasark狐putusan pengadil紬

y紬g telah memperoleh kckuatan hukum tetap dari Pengadilan

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau

bagi m狐t劃　te甲id狐　atelah sccara tcrbuka clan　雨ur

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkut紬mant紬

te呼idana da正pemimp血redaksi media massa local atau nasional

dengan disertai buktinya;

d･ tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadil紬

yang telah mempunya王kekuat孤hukum tctap dari Pengadilan

Nege正ya皿g wilayah hukmnya meliputi tempat t血採血ca｣on;

e. tidak pemah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan

surat keterangan catatan kepolisi狐;

f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya

yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang

wilayah hukumnya皿eliputi tempat心nggal c血on;

g･ tidak dinyatakan p証Iit dah Pengad遭an Nege血y紬g wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

h. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang

berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

i. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat

atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang bervenang;

j. kartu nomor pokok wajib pajak atas mama calon, tanda terima

peny劃pai孤surat pembe轟tahu紬tahun狐pajak penghasi宣an

wajib pajak orang pribadi atas mama calon;

k･ Kartu Tanda Penduduk elektronik dcngan nomor induk

kependudukan.

1･ da備ar riwayat址dup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh

calon dan pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai

Politik;

in. Pasねto terbam ukuran 4Ⅹ6 Calon W狐i Kota dan Calon Wa貼1 Wali

Kota y紬g jumlahnya ditcn巾k孤oleh P狐itia Pem瀧han;
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n･ naskah visi, misi, da皿program Calon Wali Kota dan Ca○○n Wa貼1

Wali Kota.

Bagia皿Keempat

Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal147

Jadwal dan tahapan pemihhan血tentuk狐oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ke重ima

Hak Anggota DPRD dal狐Pemilihan

Pasal 148

(1) Anggota DPRD yang mempunya王hak su紬a adal血An裳ota DPRD y孤g

hadir secara爵sik.

(2) Anggota DPRD berhak mem址h I (satu) orang atau 1 (satu) pas劃g Ca○○n

Wali Kota dan wakil Wali Kota dan mempunyai 1 (satu) hak suara.

Bagia皿Keenam

Penyampaian Visi Dan Misi Para Ca重on W瓢i Kota Dan Wakil Wali Kota

Dalam Rapat Pahpuma

Pasal 149

Visi d紬Misi dipapark孤pada saat rapat pa正puma dan sebelum pemilihan･

Bagi弧Ket可uh

Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi

Pasa｣ 150

(1) Jumlah saksi dalam setiap calon terd壷da止1 (satu) orang saksi y紬g

berasal dari c血on mas血g-皿as血g;



(2) Masing-masing calon mengusulkan I (satu) orang saksi dan

ditandat餌g狐i o量eh masing-masing calon, diserahkan kepada p紬itia

pemilihan 1 5 menit sebelum dilakukan pemⅡihan.

Bagian Kedelapan

Penct貧pan Calon Terp址h

Pasal151

Panitia pemi虹h紬menyerahk紬血por紬has遭pemi皿劃suara kepada

曲mpinan DPRD untuk ditc自pkan di da重am rapat pa丘puma DPRD.

Bagian Kescmb遭an

Pcm王lihan Suara Ulang

Pasal 152

(1) Bila hasil perhitung狐suara sama, maka d皿akukan pem址h紬ulang;

(2) Pemilihan山ang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah skors persid狐gan sela皿bat-1a皿batnya 2 (dua) jam;

(3) Sebelum diadakan pe調址han ulang diadakan perhitungan ke皿ba虹

secara最sik terhadap kehadir紬anggota DPRD;

(4) Anggota DPRD yang mempunyai hak suara adalah Anggota DPRD yang

hadir secara魔sik;

(5) Bi重a te重jadi basil perhitung紬su虹a yang sama setelah pemilihan ulang,

皿aka dilakukanpemilihan ke皿b瓢i 3 (tiga) h紬i ke皿udi紬;

(6) Bila terjadi hasil perhitungan suara yang sama_ kembali, maka dilarfukan

pengundian.



BABXVI

S萱STEM PENDUKUNG

Se血eta正at DPRD

Pasal153

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD,

dibentuk Se虹etariat DPRD y紬g susun紬org紬isasi d紬tata ke重janya

ditetapk紬deng狐peraturan daerah sesuai deng紬ketentu紬pe重atur紬

pemndang-undangan.

(2) Se虹etahat DPRD scbagaim劃a di皿aksud pada ayat (1) dipi皿pin oleh

seorang Sekreta正s DPRD yang diangkat dan diberhen竜k紬dengan

keputus狐Wa量i Kota atas perset可uan剛mpin紬DPRD.

(3〉　Se虹etahs DPRD d弧pegawai se虹etariat DPRD berasal dari Ap狐atur

Sipil Negara.

(4) Sekretahs DPRD mempunyai tugas dan bertan箆un由awab atas se書冊uh

aspek administrasi perkantoran, perencanaan program, penganggaran,

penatausaha孤　anggaran se｢ta penyusunan laporan kine重ja din

akutansi keua皿g狐DPRD.

(5) Sekretariat DPRD berkewajiban menginformasikan surat masuk dan

surat keluar.

(6) Se虹etahat DPRD me皿ぬs址tasi mas血g皿asing An箆ota DPRD deng紬

satu star pendamping.

(7) Dalam hal pelaksana劃tugas Hmpinan dan Anggota DPRD, Se血etahat

DPRD wajib memberikan panjar (uang muka) minimal 50% (lima puluh

persen) sebelum pelaksam孤tugas d劃a瓦an dilunasi pa止ng l劃a 5 hari

setelah kegia自n出1aksanakan.

(8) Sekretariat DPRD wajib menyelesaikan laporan dan

pertanggungjawaban kegiatan setiap Pimpinan dan Anggota DPRD

paling lama 4 (empat) ha正setelah kegiatan selesai dilaksanak狐.

(9) Dalan hal hasil audit BPK atau temuan lainnya, sekretariat DPRD

berkewajiban mcnya皿paikan kepada Hmpinan dan Anggota DPRD Kota

Sibolga.



BABXV重I

KETENTUAN LAIN-INN

Pasal 154

(1) Anggota DPRD yang melakukan peljalanan keluar negeri hams terlebih

dahulu mendapatkan izin dan Gubemur.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud

pada ayat ( I) diatur dala皿keten筒袖peraturan pemnd狐g-und紬g紬.

(3) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubemur sebagai Wakil

Pemerintah pusat melalui Wali Kota Sibolga status hukum anggota

DPRD y劃g te重賞ibat dalamぬsus tindak pidana dengan tembusan

disampaikan pada Menteh.

BAB XVII量

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Dengan血tetapkan peratur狐tata te血b DPRD血i,皿aka se皿ua keputusan

DPRD Kota Sibo宣ga y紬g menga巾r tent狐g Tata Te正b Dew紬Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Sibolga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal156

Peraturan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah ini mulal berlaku pada tanggal

diundangk紬.

Ag虹setiap orang皿engetahui叫ya,皿cmerintahk紬pengundangan Peratur紬

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan menempatkan dalam Berita

Daerah Kabupaten Nias Utara.



Di t et apkan di  Si bol ga

pada t angga= 7 November 2025

KETUA DPRD KOTA SI BOしGA,

dt o.

ANSYAR AFANDI  PARANGINANGIN

Di undangkan di  Si bol ga

Pada書angga! 　　　　　　　2025

S蝶AR重S DAERAH KOTA SI BOしGA,
-　言へ二三子- -∴

櫨宵欝MA対SUW重TO

BERまTA DAERAH KOTA S賞BOしGA TAHUN 2025 NOMOR.



PENJELASAN

A皿s

pE孤TURAN DEWAN pERWAK量LAN孤量αAT

DAERAH KOTA S量BOLGA

NOMOR 25既HUN 2025

TEN払NG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini disusun sebagai pedoman

kerja bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas,

fungsi, dan wewenangnya sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Tertib DPRD berfungsi mengatur mekanisme internal kelembagaan

DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat

berl劃gsung sccara efektiちe丘sien, da虹tertib.

Penyusunan Peratur狐Tata Te血b ini mengacu pada ketentuan

Undang-Undang Nomor 23 T血un 2014 tentang Pemerintah紬Dae｢ah,

Pe｢aturan Peme重心tah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang Pedom紬Penyusun狐

Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peraturan pemndang-

undangan血nnya yang releva皿.

Mate正yang dia血r da｣a皿Pera血r孤DPRD ini皿encakup ke紬盤ota劃

DPRD, hak dan kewajiban anggota, pembentukan dan kedudukan alat

kelengkapan DPRD, tata c狐a pelaksana紬rapat, mekanisme peng劃bil紬

kcputus弧, penyusun狐d紬pe皿bahasa皿peraturan dae｢ah, serta e竜ka dan

disiplin anggota.

Dengan diberlakuk紬qya Peraturan DPRD ini, d血arapk紬dapat

me皿berikan kepastian hukum dal狐pelaks弧aan tugas dan血ngsi DPRD,

sena me垂adi l狐dasan nomatif y紬g memperkuat peran dan貼ne重ja DPRD

dalam menjalankan fungsi representatif rakyat secara demokratis,

transparan, dan akuntabel.

11.払sAL DEMI払sAL

Pasal I

Cukup jelas

Pas血2

Cukup jelas
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Pasal3

Cukup je重as.

Pasal4

Cukup jclas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal10

Cukup jelas.

Pasalll

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pas瓢13

Ayat(1)

Dalam penyempu脚r劃cangan pe｢da, Kepala Daerah dapat

diwakili oleh ti皿劃ggaran Pemer血tah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jclas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal17

Cukup jelas,
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Pasal36

Cukup jdas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasa量38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan ''kolektif dan kolegial" adalah tindakan

d弧/atau keputus孤rapat pa轟puma oleh I (satu) atau lebih unsur

P轟npin紬DPRD d血am rangka melaksanak紬tugas dan wewenang

Pimpinan DPRD sebagal tindakan dan/atau keputusan semua unsur

Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripuma yang dipimpin oleh

ketua atau wa虹1 ketua DPRD mempunyai kckuatan hukum sa皿a.

Pasal40

Cukup jelas.

Pasal41

Cukup jelas.

Pasal42

Cukup jelas.

Pasal43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal45

Cukup jelas.

Pasal46

Ayat(1)

Y紬g dimaksud dengan　~'berh瓢angan sementara-i adalah

situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur曲mpinan DPRD

tidak dapat melaks紬akan tugasnya, tidak temasuk apabila

Pimpinan DPRD dikenai pembcrhentian semen屯ra sebagai

門mpinan DPRD,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 65

Cukup je量as.

Pasal66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jclas.

Pasal68

Ayat(1)

Hurufa

Cukup jelas,

Humfb

Cukup jclas.

Hurufc

Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan

DPRD"'ad瓢ah An緩ota DPRD sebagai ketua, wa虹1 ketua,

dan se血eta正s pada alat kelengkapan DPRD.

Hu皿でd

Cukup jelas.

Hu則fe

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal70

Cukup jelas.

Pasal71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat(1)

Pembentuk紬p紬itia khusus田山k皿elaks紬akan血ngsi,

tugas dan wewenang y狐g tidak bisa ditanga皿i o重eh 1 (satu)

alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup je量as.
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan　▼･waktu yang bers劃aan'･ adalah

panitia血usus y紬g dibentuk bukan dala血masa tugas yang

sa皿a dengan pa皿itia址usus yang la血ny貧･

Yang dimaksud dengan “sama jumlahnya" adalah jumlah

紬鶉ot紬ya kura皿g leb血sama dengan juml血terbanyak

an潔ota komisi di DPRD yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup j elas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jclas.

Pasal74

Cukup jelas.

Pasa量75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat(1)

Humfa

Yang dimaksud dengan���ｲ�也FW'�Vﾆ�6�"��F�ﾆ�����ｰ

DPRD untuk皿em血ta keter狐gan kepada Kepala Daerah

mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting

dan strategis serta berdanpak luas pada kehidupan

bermasy紬akat dan bemeg狐a･

Humfb

Yang dimaksud dengan ahak angket" adalah hak DPRD

untuk mclakukan penyelidikan terhadap kebiiakan

Pemerintah Daerah yang penting d狐strategis se巾a

berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah,

dan neg狐a yang diduga be轟entangan deng組ketentuan

perah調an pe皿dangundangan ･

Humfc

Yang di皿aksud dengan "hak menyatakan pendapatガ

ad血ah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap
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kebijakan Kepala Daerah atau mengenal kejadian luar

biasa yang te〈adi di daerah dise血dengan rekomendasi

penyelesaiamya atau sebagai tindak la可ut pelaksanaan

hak inte甲elasi dan hak紬gket･

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pas瓦78

Cukup jelas.

Pasal79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasa宣83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal85

Cukup je重as.

Pasal86

Cukup jelas.

Pasal87

Cukup je重as.

Pasal88

Cukup jelas.

Pasal89

Cukup jelas.

Pasal90

Cukup jeぬs.

Pasal91

Cukup jelas.

Pasal92

Cukup jelas.
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Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal94

Cukup jelas.

Pasal95

Cukup jelas.

Pasal96

Cukup jelas.

Pasal97

Cukup jelas.

Pasal98

Cukup jclas.

Pasal 99

Cukup jdas.

Pasal 100

Cukup jclas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jclas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup je重as.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat(1)

Humfa

Cukup jelas.

Hu則fb

Yang dimaksud deng紬"d址adi五〇leh p瓢ing sedikit 2/3

(dua pe轟iga) da轟　jumlah An籠ota DPRD untuk
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memberhent址a皿　曲mpin紬　DPRD方　ad瓢ah bentuk

penghargaan kepada Anggota DPRD皿tuk hadi｢ dalam

rapat paripuma pemberhenti紬Hmpinan DPRD, scbab

pemberhenti紬　　Pimp血紬　　DPRD mempakan

kewenangan pa直ai p○○i正k yang bersangkutan･

Humfc

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup je血s.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jclas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pas瓢109

Cukup jelas.

Pasal ilo

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.
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Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

unit kelja yang ada di sekretariat DPRD, Komisi Pemiljhan

Umu皿, se虹etariat daerah bagi pen綬孤ti紬　紬taⅣaktu

anggota DPRD.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat(1)

Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun An認ota DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas,

Ayat (6)

Cukup j elas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasa獲129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pas粗132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.
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